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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Aksi perubahan ini berangkat dari permasalahan belum optimalnya 

pengelolaan dan penghunian Rumah Negara di lingkungan LPP RRI, yang ditandai 

dengan tidak adanya SOP sebagai pedoman baku, minimnya data penghuni yang 

terintegrasi, serta ditemukannya indikasi penghuni yang tidak sesuai ketentuan. Hal 

ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan akuntabilitas pengelolaan 

Barang Milik Negara (BMN), khususnya Rumah Negara. Aksi perubahan ini bertujuan 

untuk menciptakan sistem pengelolaan Rumah Negara yang lebih tertib, akuntabel, 

dan sesuai regulasi melalui penyusunan dan implementasi SOP Penghunian Rumah 

Negara di lingkungan LPP RRI. 

Dalam pelaksanaannya, aksi perubahan dilakukan melalui pendekatan 

OPERA (Objective/tujuan, Planning/perencanaan, Evaluation/evaluasi, 

Reflection/refleksi, Adjustment/penyesuaian), dengan membentuk tim kerja, 

melakukan FGD dengan para pemangku kepentingan, menyusun draf SOP, 

memvalidasi secara internal, serta menerbitkan regulasi pendukung dalam bentuk 

Peraturan Direktur Utama (PERDIRUT) sebagai regulasi nasional internal LPP RRI. 

Selain itu, dashboard data penghuni telah mulai dibangun dan diisi pada satuan kerja 

percontohan sebagai langkah awal digitalisasi pengelolaan aset Rumah Negara. Hasil 

yang dicapai antara lain: tersusunnya SOP yang telah ditetapkan secara formal, 

meningkatnya kepastian hukum bagi para penghuni, serta tersedianya model sistem 

pengelolaan Rumah Negara yang dapat direplikasi ke seluruh satuan kerja LPP RRI 

secara nasional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rumah negara adalah barang milik negara yang diperuntukkan sebagai 

tempat tinggal bagi pejabat dan/atau pegawai negeri dalam rangka menunjang 

pelaksanaan tugas kedinasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 

Tahun 1994 tentang Rumah Negara. Keberadaan rumah negara memiliki fungsi 

strategis, tidak hanya sebagai fasilitas kesejahteraan pegawai, namun juga 

sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan. 

Dalam praktiknya, pengelolaan dan penghunian rumah negara masih 

menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah penggunaan 

rumah negara oleh pihak yang tidak lagi berhak, rendahnya kepatuhan 

administrasi penghuni, kurangnya pemeliharaan fisik bangunan, hingga adanya 

rumah negara yang kosong sementara kebutuhan perumahan bagi ASN masih 

tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pengelolaan aset 

negara, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara dan mengurangi nilai 

manfaat rumah negara itu sendiri. 

Optimalisasi penghunian rumah negara menjadi sebuah keharusan untuk 

menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, dan pemanfaatan sesuai dengan 

peruntukannya. Upaya ini dapat dilakukan melalui penertiban administrasi, 

penegakan regulasi, pemeliharaan aset secara berkelanjutan, serta penyusunan 

kebijakan pemanfaatan rumah negara yang berbasis kebutuhan riil ASN. 

Dengan demikian, optimalisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan 

efektivitas pengelolaan aset negara, tetapi juga mendukung terciptanya tata 

kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan 

publik yang lebih baik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka reformer menetapkan aksi perubahan 

berjudul “Optimalisasi Penghunian Rumah Negara” dengan branding 

OPERA. Aksi perubahan kepemimpinan ini selain untuk memperkuat 

akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan LPP RRI juga mendukung arah 

kebijakan nasional dalam membangun tata kelola pemerintahan yang 
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transparan, akuntabel, dan efektif melalui reformasi administrasi pengelolaan 

aset negara. Dengan begitu, upaya optimalisasi penghunian rumah negara ini 

diharapkan dapat: 

1. Mewujudkan tertib administrasi dan hukum dalam pengelolaan aset negara; 

2. Memastikan rumah negara digunakan sesuai peruntukan; 

3. Menjamin kenyamanan dan kelayakan tempat tinggal ASN; 

4. Serta mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. 

B. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

Tujuan aksi perubahan kepemimpinan ini adalah: 

a. Mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penghunian 

rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

b. Memastikan pemanfaatan rumah negara sesuai peruntukan, yaitu dihuni 

oleh pejabat/pegawai yang berhak. 

c. Mengoptimalkan penggunaan aset negara, sehingga tidak ada rumah 

negara yang kosong atau disalahgunakan. 

d. Meningkatkan kualitas pemeliharaan dan perawatan rumah negara agar 

tetap layak huni dan bernilai guna. 

e. Mendukung efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara, sebagai 

bagian dari reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Untuk memetakan tahapan capaian, dirumuskan tujuan sebagai berikut: 

a. Jangka Pendek 

1) Terbentuknya tim kerja lintas fungsi untuk penyusunan SOP 

penghunian rumah negara; 

2) Penyusunan dan finalisasi draft SOP penghunian rumah negara 

berdasarkan regulasi dan kondisi actual; 

3) Pelaksanaan sosialisasi awal kepada unit-unit kerja terkait di kantor 

pusat. 

b. Jangka Menengah 

1) Penerapan SOP penghunian rumah negara secara efektif di 

lingkungan kantor pusat RRI; 
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2) Pelatihan teknis bagi pengurus barang dan Kuasa Pengguna Barang 

(KPB) di seluruh satuan kerja; 

3) Digitalisasi data penghuni rumah negara dan pembuatan sistem 

monitoring internal. 

c. Jangka Panjang 

1) Implementasi menyeluruh SOP di seluruh satuan kerja LPP RRI di 

Indonesia; 

2) Tidak adanya lagi penghuni tidak sah rumah negara berdasarkan 

hasil evaluasi internal dan audit eksternal (BPK); 

3) Terwujudnya sistem pengelolaan rumah negara yang transparan, 

akuntabel, dan terdigitalisasi secara nasional. 

2. Manfaat 

Aksi perubahan berupa Optimalisasi Penghunian Rumah Negara ini 

memberikan berbagai manfaat yang signifikan, baik bagi reformer, LPP RRI, 

maupun masyarakat yang dilayani. Berikut Adalah penjelasan manfaat dari 

berbagai perspektif: 

a. Manfaat Bagi Peserta 

1) Memperkuat keterampilan manajerial dan kepemimpinannya yang 

mencakup perencanaan, koordinasi, delegasi, dan pengambilan 

keputusan, yang semuanya sangat penting dalam mengoptimalkan 

kinerja LPP RRI; 

2) Meningkatkan reputasi reformer sebagai professional yang 

berkomitmen terhadap peningkatan pelayanan publik dan mampu 

membawa inovasi nyata; 

3) Memperoleh keterampilan dalam merancang, melaksanakan, dan 

mengevaluasi program yang kompleks, meliputi pengelolaan 

sumber daya, mitigasi risiko, serta penanganan kendala operasional; 

4) Meningkatkan kemampuan bernegosiasi dan membangun 

kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, 

masyarakat, dan sektor swasta. 

b. Manfaat Bagi Organisasi 

1) Mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan aset negara yang 

akuntabel; 
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2) Mengurangi potensi kerugian negara akibat penggunaan aset yang 

tidak tepat; 

3) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset melalui optimalisasi 

hunian; 

4) Mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, 

transparan, dan efektif; 

5) Menjadi bagian dari keberhasilan program reformasi birokrasi di 

bidang manajemen aset negara. 

c. Manfaat Bagi Para Pihak 

1) Menunjukkan teladan kepatuhan hukum dan disiplin dari ASN 

sebagai aparatur negara; 

2) Memberikan citra positif terhadap kinerja lembaga pemerintahan 

dalam mengelola aset publik; 

3) Menciptakan lingkungan perumahan negara yang lebih tertata, 

aman, dan nyaman; 

4) Secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap akuntabilitas pemerintah dalam mengelola kekayaan 

negara. 

C. Ruang Lingkup 

 

1. Substansi Perubahan 

Aksi perubahan ini berfokus pada penyusunan, penetapan, dan 

implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghunian Rumah 

Negara di Lingkungan LPP RRI yang didukung dengan Peraturan Direktur 

Utama (Perdirut) sebagai payung hukum internal. 

 

2. Objek Perubahan 

a. Rumah Negara milik LPP RRI di seluruh satuan kerja (pusat dan daerah). 

b. Proses administrasi penghunian rumah negara, mulai dari pengusulan, 

penetapan, penghunian, hingga pengosongan. 

c. Sistem pendataan dan monitoring penghuni rumah negara agar sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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3. Batasan Perubahan 

a. Tidak mencakup sewa rumah negara selain pejabat/pegawai negeri LPP 

RRI. 

b. Tidak mencakup pengadaan atau pembangunan rumah negara baru. 

c. Implementasi awal akan difokuskan pada penyusunan SOP dan uji coba 

di satuan kerja tertentu sebagai pilot project, sebelum diterapkan secara 

menyeluruh di seluruh lingkungan LPP RRI. 

 

4. Dimensi yang Dicakup 

a. Regulasi: Penyusunan SOP dan Perdirut sebagai dasar hukum. 

b. Kelembagaan: Penetapan unit kerja pengelola rumah negara yang jelas 

dalam struktur organisasi. 

c. SDM: Peningkatan pemahaman pejabat/pegawai terkait pengelolaan 

rumah negara. 

d. Sistem Informasi: Digitalisasi pendataan rumah negara dan penghuninya. 

e. Layanan Publik Internal: Memberikan kepastian dan keadilan bagi 

pegawai LPP RRI dalam memperoleh hak atas hunian rumah negara. 

 

5. Waktu dan Tahapan 

Ruang lingkup perubahan dibatasi dalam kurun waktu pelaksanaan 

Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), yaitu selama ± 3 bulan, 

dengan tahapan: 

a. Penyusunan draft SOP dan Perdirut. 

b. Konsultasi, FGD, dan uji publik internal. 

c. Penetapan dan sosialisasi SOP serta Perdirut. 

d. Uji coba implementasi di Kantor Pusat RRI sebagai model. 

 

D. Adopsi dan Adaptasi Hasil Studi Lapangan 

Dalam konteks aksi perubahan “Optimalisasi Penghunian Rumah Negara di 

Lingkungan LPP RRI”, hasil studi lapangan tersebut dapat diadaptasi sebagai 

berikut: 

 

 

 



  

20 

1. Perencanaan dan Penataan Rumah Negara secara Terstruktur 

o Mengadopsi konsep jadwal pemeliharaan berkala, seperti halnya 

perawatan alat teknik, untuk melakukan inspeksi rutin kondisi fisik rumah 

negara. 

o Menyusun daftar periksa (checklist) fisik dan administratif rumah negara 

sebagai alat bantu monitoring yang sistematis. 

2. Digitalisasi Pengelolaan Aset Hunian 

o Mengembangkan dashboard data rumah negara berbasis 

spreadsheet untuk mendata status fisik, status penghuni, masa hunian, 

dan dokumentasi per unit rumah. 

o Menerapkan pelaporan digital untuk kondisi rumah negara agar 

pengambilan keputusan pengadaan, renovasi, atau pengosongan 

dapat dilakukan secara cepat dan akurat. 

3. Kolaborasi Lintas Fungsi dan Penguatan SDM 

o Menerapkan model kolaboratif sebagaimana dilakukan di RRI Batam, 

dengan melibatkan Bagian Umum, Bagian SDM, dan Bagian Teknik 

dalam penataan rumah negara. 

o Menyusun standar pelaporan teknis sederhana untuk petugas 

umum yang bertugas melakukan kontrol lapangan atas kondisi rumah 

negara. 

4. Pendekatan Preventif dalam Pengadaan dan Perawatan 

o Menjadikan hasil monitoring rumah negara sebagai dasar perencanaan 

kebutuhan pengadaan dan rehabilitasi. 

o Memastikan proses pengadaan terkait perawatan rumah negara 

dilakukan secara proaktif dan berbasis kebutuhan yang teridentifikasi 

dengan jelas. 

Dengan mengadaptasi praktik baik dari RRI Batam ke dalam peran 

strategis Bagian Umum dan Pengadaan, diharapkan perubahan yang 

dirancang dapat berjalan lebih terencana, terdokumentasi, dan 

berkelanjutan, sekaligus memperkuat tata kelola rumah negara sebagai 

bagian integral dari pengelolaan BMN yang tertib dan akuntabel. 
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BAB II 

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 

 

A. Profil Kinerja Pelayanan 

1. Visi, Misi, dan Sasaran Strategis 

Sesuai dengan Rencana Strategis LPP RRI 2025 – 2029, visi LPP RRI 

adalah “Menjadi Media Relevan, Berdampak, dan Inspirasi Nilai-Nilai ke-

Indonesiaan dalam rangka mewujudkan: Bersama Indonesia Maju Menuju 

Indonesia Emas 2024”. 

Misi LPP RRI 2025 – 2029 sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan program, kegiatan, dan konten sesuai dengan fungsi 

media berupa informasi, pendidikan, budaya, hiburan yang berkualitas, 

relevan, berdampak, dan menginspirasi sesuai dengan nilai-nilai ke-

Indonesiaan. 

b. Mengelola dan mengembangkan sumber daya dan manajemen dengan 

prinsip Good Public Governance untuk menjadikan RRI sebagai media 

yang relevan dan berdampak. 

Sasaran strategis LPP RRI 2025 – 2029 sebagai berikut: 

a. Meningkatnya layanan siaran yang menunjang capaian program 

Prioritas Nasional. 

b. Meningkatnya jangkauan dan layanan siaran radio serta penguatan 

platform digital. 

c. Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan dan manajemen LPP 

RRI yang dinamis, transparan, akuntabel, dan adaptif. 

2. Tugas, Fungsi, dan Struktur 

Berdasarkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik 

Radio Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam 

Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio 

Republik Indonesia, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum untuk 

penyederhanaan birokrasi membutuhkan beberapa penyesuaian termasuk 

didalamnya adalah tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Dewan 

Direksi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagaimana telah 
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diubah dalam Peraturan Dewan Direksi Nomor 2 Tahun 2024. Dalam Pasal 

24 disebutkan bahwa Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum 

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi yang meliputi pelaksanaan urusan ketatausahaan kepegawaian, 

kepemimpinan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, 

pengadaan barang/jasa pemerintah, kearsipan, dokumentasi, organisasi, 

dan tata laksana, serta koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan dan bantuan hukum di lingkungan LPP RRI. 

Dalam Pasal 25, pelaksanaan tugas Direktorat Sumber Daya Manusia 

dan Umum adalah menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana dan program, serta evaluasi Direktorat Sumber 

Daya Manusia dan Umum; 

b. Koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengembangan, dan 

pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan 

administrasi kepegawaian di lingkungan LPP RRI; 

c. Pelaksanaan analisis, evaluasi, penataan organisasi dan tata laksana di 

lingkungan LPP RRI; 

d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan 

bantuan hukum; 

e. Pelaksanaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan 

barang milik negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, kearsipan, 

dokumentasi, dan keamanan; 

f. Pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengawas dan 

Dewan Direksi. 

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh Direktur 

Sumber Daya Manusia dan Umum yang membawahi 1 (satu) Unit Eselon III 

dan Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas: 

1. Bagian Umum dan Pengadaan 

Bagian Umum dan Pengadaan mempunyai tugas pelaksanaan urusan 

perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, 

pengadaan barang/jasa pemerintah, kearsipan, dokumentasi, dan 

keamanan, serta pemberian dukungan administrasi Dewan Pengawas 

dan Dewan Direksi. 
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Dalam menjalankan tugas dimaksud, Bagian Umum dan Pengadaan 

menyelenggarakan fungsi: 

 
a) Pelaksanaan urusan pengelolaan pengadaan barang/jasa, 

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan 

sumber daya manusia dan kelembagaan, pelaksanaan 

pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan 

barang/jasa;  

b) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi Dewan Pengawas;  

c) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi Direktur Utama;  

d) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi Direktorat Program 

dan Produksi;  

e) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi Direktorat Teknologi 

dan Media Baru;  

f) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi Direktorat Layanan 

dan Pengembangan Usaha; 

g) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi Direktorat Sumber 

Daya Manusia dan Umum;  

h) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi Direktorat 

Keuangan. 

 

2. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam 

jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

keahliannya. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri dari 

jabatan fungsional, sebagai berikut: 

a) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama; 

b) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda; 

c) Arsiparis Ahli Muda; 

d) Analis Kebijakan Ahli Pertama. 
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Gambar 1 . Struktur Organisasi Direktorat SDMU 

 

3. Capaian Kinerja Layanan Organisasi 

 

Capaian kinerja organisasi adalah kegiatan manajemen khususnya 

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau 

target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini 

diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian 

kinerja yang berhasil dilakukan oleh Direktorat SDM dan Umum LPP RRI 

dalam kurun waktu Januari – Desember 2024. Berdasarkan evaluasi yang 

telah dilaksanakan atas masing-masing indikator dalam Perjanjian Kinerja 

Direktur SDM dan Umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat SDM 

dan Umum LPP RRI Tahun 2024, diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

 

 



  

25 

Tabel 1 . Tabel Capaian Kinerja Direktorat SDMU 

SASARAN INDIKATOR TARGET CAPAIAN KETERANGAN 

Terwujudnya 
transformasi 
organisasi 
yang dinamis 
dan berbasis 
kinerja 

Nilai implementasi 
penyederhanaan 
birokrasi dan sistem 
kerja (hasil penilaian 
internal) 

85 100  

Nilai Sistem Merit 300 270 

Tahun 2024 
tidak dilakukan 
penilaian karena 
masa peralihan 
dari Komisi ASN 
ke K/L lain yang 
ditunjuk, dalam 
hal ini 
Kementerian 
PAN RB dan 
Badan 
Kepegawaian 
Negara, 
sehingga 
menggunakan 
penilaian tahun 
2023. 

Nilai Survei Penilaian 
Integritas 

80 83.24  

Peningkatan 
kompetensi, 
kapasitas, dan 
kualitas SDM 
yang 
profesional 
dan mampu 
beradaptasi 
dengan 
perkembangan 
zaman 

Nilai Profesionalitas 
ASN 

85 - 

Hingga 31 
Desember 2024 
belum ada hasil 
penilaian yang 
dikeluarkan oleh 
BKN 

Nilai BerAKHLAK 75 74.3  

Persentase 
implementasi konsep 
Corpu dalam 
pengembangan 
sumber daya 
manusia sesuai 
roadmap 

100% 100%  

Persentase 
ketersediaan unit 
sertifikasi profesi di 
bidang penyiaran 
radio sesuai roadmap 

100% 100%  
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Peningkatan 
kualitas tata 
kelola di 
bidang 
kelembagaan, 
ketatalaksanaa
n, dan SDM 

Nilai pengelolaan 
arsip 

80 70.04  

Nilai kualitas tata 
kelola pengadaan 

50 69.17  

Indeks kualitas 
pengelolaan aset 

3.9 3.05  

 

B. Analisis Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Pengelolaan rumah negara di lingkungan LPP RRI merupakan bagian 

integral dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang bertujuan untuk 

mendukung kelancaran tugas dan fungsi pegawai. LPP RRI masih 

menghadapi tantangan serius dalam aspek kepastian hukum, akuntabilitas, 

serta efisiensi penggunaan aset negara. Berdasarkan hasil audit Badan 

Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) dan hasil observasi kajian internal terkait 

pengelolaan BMN khususnya rumah negara, ditemukan permasalahan-

permasalahan yang berulang, yakni sebagian rumah negara saat ini masih 

dihuni oleh pihak-pihak yang tidak lagi memiliki hak, seperti pensiunan, ahli 

waris, bahkan pihak luar yang tidak tercatat secara resmi. 

Berdasarkan data awal yang dihimpun dari lingkungan LPP RRI, 

terdapat sekitar 320 unit rumah negara yang tersebar di seluruh satuan kerja. 

Dari jumlah tersebut, sekitar 12% atau 38 unit diduga bermasalah, baik 

karena tidak memiliki SK penghuni, tidak dilakukan evaluasi berkala, maupun 

masih ditempati oleh pensiunan. Jika dikalkulasikan, potensi kerugian negara 

dari penggunaan aset ini secara tidak sah dapat mencapai Rp 1,8 miliar, 

dengan asumsi nilai sewa Rp 2 juta per bulan selama dua tahun. 

Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Penghunian rumah negara oleh pihak yang tidak berhak 

Salah satu syarat penghunian rumah negara golongan I adalah 

menduduki jabatan di lingkungan instansi yang bersangkutan, dan untuk 

rumah negara golongan II adalah berstatus pegawai negeri dan 

mendapatkan surat izin penghunian dari pejabat eselon I atau pejabat 

yang ditunjuk dengan membuat surat pernyataan untuk menaati 



  

27 

kewajiban dan larangan. Namun, berdasarkan hasil observasi 

menunjukkan adanya rumah negara yang dihuni oleh pihak yang bukan 

merupakan pejabat berwenang atau pegawai yang berstatus sebagai 

PNS, melainkan dihuni oleh penghuni lain yaitu Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Bukan PNS (PBPNS), 

pensiunan, ahli waris, dan bahkan oleh pihak luar yang tidak memiliki 

hubungan kerja dengan LPP RRI tanpa dasar hukum yang jelas. 

b. Dokumentasi dan basis data rumah negara tidak lengkap dan 

terintegrasi 

Salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan rumah negara 

adalah ketidaklengkapan dan ketidakterpaduan dokumentasi serta basis 

data. Idealnya, setiap unit rumah negara memiliki dokumen administrasi 

yang tertib, meliputi: status kepemilikan, kategori rumah (golongan I, II, 

atau III), data penghuni, kondisi fisik bangunan, nilai aset, serta riwayat 

pemanfaatan. Data tersebut harus terintegrasi dalam satu sistem agar 

memudahkan pengawasan, perencanaan, dan pengambilan keputusan. 

Namun, pada kenyataannya masih ditemukan beberapa kendala, antara 

lain: 

1) Data administrasi penghuni tidak mutakhir, misalnya penghuni lama 

masih tercatat meskipun sudah tidak berhak, atau terdapat rumah 

kosong yang belum terdata dengan baik. 

2) Dokumen fisik dan legalitas rumah negara tidak lengkap, seperti 

surat penetapan, perjanjian sewa/izin menempati, maupun berita 

acara serah terima. 

3) Sistem pendataan belum terintegrasi secara nasional, sehingga data 

rumah negara masih tersebar di masing-masing unit kerja/instansi 

dan sulit dijadikan rujukan bersama. 

4) Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan 

rumah negara, yang menyebabkan pencatatan masih manual, 

rawan kesalahan, dan tidak efisien. 

Kondisi tersebut berdampak pada sulitnya melakukan monitoring, 

pengendalian, dan penertiban rumah negara. Selain itu, hal ini juga 

berpotensi menimbulkan tumpang tindih hak penghunian, penggunaan 
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tidak sesuai peruntukan, hingga kerugian negara karena aset tidak 

tercatat dengan baik. 

c. Tidak ada unit atau petugas khusus pengelola rumah negara 

Salah satu kendala dalam optimalisasi pengelolaan rumah negara 

adalah belum adanya unit kerja atau petugas khusus yang secara formal 

diberi mandat untuk mengelola, mengawasi, dan menertibkan rumah 

negara di sebagian instansi. Selama ini, pengelolaan rumah negara 

seringkali hanya menjadi tugas tambahan bagi bagian umum, 

kepegawaian, atau perlengkapan tanpa ada struktur organisasi, sumber 

daya manusia, dan kewenangan yang jelas. 

Akibat tidak adanya unit/petugas khusus, muncul berbagai 

permasalahan, antara lain: 

1) Tugas pengelolaan tidak terkoordinasi karena tidak ada penanggung 

jawab yang jelas. 

2) Lemahnya pengawasan dan penertiban, sehingga rumah negara 

berpotensi dihuni oleh pihak yang tidak berhak. 

3) Administrasi dan pencatatan kurang tertib, karena tidak ada petugas 

yang fokus melakukan pembaruan data penghuni maupun kondisi 

fisik rumah. 

4) Pemeliharaan dan perawatan terabaikan, karena tidak ada pihak 

yang mengawasi secara rutin. 

5) Kesulitan pengambilan keputusan terkait penataan, pemanfaatan, 

maupun pengosongan rumah negara yang tidak sesuai ketentuan. 

Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya fungsi rumah negara 

sebagai aset negara dan sarana kesejahteraan ASN. 

d. Kurangnya monitoring dan evaluasi secara berkala 

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan salah satu instrumen 

penting dalam memastikan pengelolaan rumah negara berjalan sesuai 

ketentuan, efektif, serta mampu mendukung optimalisasi pemanfaatan 

aset negara. Idealnya, monitoring dilakukan secara rutin untuk 

memantau kondisi fisik, status hukum, dan pemanfaatan rumah negara, 
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sementara evaluasi berfungsi menilai efektivitas kebijakan serta 

kepatuhan penghuni terhadap aturan. 

Namun, dalam praktiknya, kegiatan monitoring dan evaluasi 

terhadap pengelolaan rumah negara belum dilaksanakan secara 

terencana dan berkala. Beberapa kelemahan yang muncul antara lain: 

 

1) Tidak adanya jadwal monitoring yang terstruktur, sehingga 

pemeriksaan kondisi rumah negara hanya dilakukan jika ada 

masalah. 

2) Evaluasi administrasi dan kepatuhan penghuni jarang dilakukan, 

sehingga masih banyak penghuni tidak berhak yang tetap 

menempati rumah negara. 

3) Kurangnya pelaporan hasil monitoring, sehingga tidak tersedia data 

akurat untuk bahan pengambilan kebijakan. 

4) Tidak adanya indikator kinerja yang jelas, sehingga efektivitas 

pengelolaan rumah negara sulit diukur. 

Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya pengendalian 

penggunaan rumah negara, rawannya penyalahgunaan, serta sulitnya 

melakukan penertiban dan pengambilan keputusan berbasis data. 

e. Tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghunian Rumah 

Negara 

Salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi pengelolaan 

rumah negara adalah belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang baku terkait tata cara penghunian. SOP seharusnya menjadi 

pedoman resmi yang mengatur seluruh proses pengelolaan, mulai dari 

pengalokasian, pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, hingga 

pengembalian rumah negara ketika pegawai tidak lagi berhak. 

 

Tanpa SOP yang jelas, pengelolaan rumah negara menghadapi 

sejumlah kendala, antara lain: 

1) Proses penempatan penghuni tidak transparan, sehingga berpotensi 

menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan. 
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2) Tidak ada kejelasan hak dan kewajiban penghuni, misalnya terkait 

kewajiban pemeliharaan, larangan alih fungsi, serta prosedur 

pengembalian rumah negara. 

3) Kesulitan dalam melakukan pengawasan dan penertiban, karena 

tidak ada acuan baku yang menjadi dasar tindakan. 

4) Perbedaan perlakuan antar instansi/unit, karena setiap unit 

cenderung menggunakan kebijakan internal yang belum tentu 

seragam dengan regulasi pusat. 

5) Potensi sengketa hukum meningkat, akibat tidak adanya aturan 

operasional yang jelas dan terdokumentasi. 

Oleh karena itu, penyusunan SOP menjadi kebutuhan mendesak 

untuk memastikan pengelolaan rumah negara berjalan tertib, konsisten, 

dan akuntabel. Dengan adanya SOP yang jelas dan terstandarisasi, 

pengelolaan rumah negara akan lebih tertib, meminimalkan potensi 

penyalahgunaan, serta memberikan kepastian hukum baik bagi 

penghuni maupun instansi pengelola. 

 
2. Penentuan Prioritas Masalah 

Dari 5 (lima) masalah yang diidentifikasi, perlu dipilih 1 masalah 

prioritas yang akan dicarikan solusinya dengan menggunakan Analisis 

Urgency, Seriousness, Growth (USG). 

Tabel 2 . Tabel Penentuan Prioritas Masalah 

No. Masalah 
Penilaian 

Total Prioritas 
U S G 

1 Tidak ada Standar Operasional Prosedur 

(SOP) Penghunian Rumah Negara 
5 5 4 14 I 

2 Penghunian rumah negara oleh pihak 

yang tidak berhak 
4 5 4 13 II 

3 Kurangnya monitoring dan evaluasi 

secara berkala 
3 4 4 11 III 

4 Dokumentasi dan basis data rumah 

negara tidak lengkap dan terintegrasi 
3 3 3 9 IV 

5 Tidak ada unit atau petugas khusus 

pengelola rumah negara 
2 3 3 8 V 
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Berdasarkan identifikasi dengan analisis USG diperoleh kesimpulan 

bahwa isu strategis yang paling dominan (berdasarkan urutan prioritas) 

adalah “Tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghunian Rumah 

Negara” karena belum tersusunnya SOP yang baku mengakibatkan 

pengelolaan rumah negara tidak memiliki acuan operasional yang jelas. 

Proses penempatan penghuni seringkali tidak seragam, hak dan kewajiban 

penghuni tidak terdokumentasi, serta pengembalian rumah negara kerap 

menimbulkan kendala. Tanpa SOP, pengawasan sulit dilakukan dan potensi 

penyalahgunaan semakin tinggi. 

 
3. Analisis Penyebab Masalah 

Ketiadaan SOP dalam pengelolaan rumah negara tidak terjadi begitu 

saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

a. Belum ada regulasi teknis yang diturunkan menjadi pedoman 

operasional. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang 

Rumah Negara hanya mengatur secara umum, sedangkan tidak semua 

instansi menindaklanjuti dengan pedoman teknis atau SOP internal yang 

lebih rinci. 

b. Fokus instansi lebih pada tugas pokok dan fungsi pelayanan publik, 

sementara pengelolaan rumah negara sering dianggap urusan 

sekunder. Akibatnya, penyusunan SOP sering tertunda atau tidak masuk 

dalam rencana kerja. 

c. Karena belum ada unit/petugas khusus, maka tidak ada pihak yang 

berperan aktif menyusun SOP. Pengelolaan rumah negara seringkali 

hanya jadi “tugas tambahan” bagian umum dan kepegawaian. 

d. Rumah negara termasuk kategori Barang Milik Negara (BMN), namun 

koordinasi antara pengelola aset, bagian umum, dan bagian 

kepegawaian sering belum optimal. 

e. Karena monitoring dan evaluasi pengelolaan rumah negara belum 

berjalan baik, data masalah di lapangan tidak terdokumentasi dengan 

baik. Padahal data lapangan sangat penting sebagai bahan penyusunan 

SOP yang relevan. 
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Untuk melihat pilihan solusi dari masalah utama di atas, perlu dibuat 

analisis dengan menggunakan analisis SOAR (Strengths, Opportunities, 

Aspirations, Results) sebagai berikut: 

 

a. Strengths (Kekuatan) 

Meskipun belum ada SOP baku, terdapat sejumlah kekuatan yang bisa 

menjadi dasar penyusunan SOP: 

1) Dasar hukum umum sudah ada, seperti Peraturan Pemerintah 

Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara dan 

regulasi BMN. 

2) Adanya pengalaman praktik lapangan dari LPP RRI dalam 

mengelola rumah negara meskipun belum terstandar. 

3) Dukungan unit pengelola BMN di kementerian/lembaga lain yang 

bisa dijadikan rujukan. 

4) Komitmen LPP RRI terhadap reformasi birokrasi yang menekankan 

akuntabilitas dan efisiensi aset negara. 

 

b. Opportunities (Peluang) 

Ketiadaan SOP bisa dilihat sebagai peluang untuk perbaikan 

manajemen aset: 

1) Kesempatan menyusun SOP yang seragam dan menjadi pedoman 

semua satuan kerja LPP RRI. 

2) Pemanfaatan teknologi digital (aplikasi manajemen aset) untuk 

mendukung SOP berbasis sistem elektronik. 

3) Dukungan kebijakan pimpinan terkait digitalisasi layanan dan tertib 

administrasi BMN. 

4) Kolaborasi antar instansi kementerian/lembaga terkait dalam 

merumuskan standar penghunian rumah negara di lingkungan LPP 

RRI. 

c. Aspirations (Harapan/Aspirasi) 

Apa yang ingin dicapai melalui adanya SOP penghunian rumah negara: 

1) Terciptanya pengelolaan rumah negara yang transparan, tertib, dan 

akuntabel. 
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2) Adanya keadilan dalam penempatan rumah negara sesuai hak dan 

kebutuhan. 

3) Penguatan kepastian hukum bagi penghuni maupun pengelola. 

4) Terwujudnya standardisasi pengelolaan rumah negara di seluruh 

satuan kerja LPP RRI. 

 

d. Results (Hasil yang Diharapkan) 

Jika SOP berhasil disusun dan diterapkan: 

1) Pengelolaan rumah negara lebih efektif, efisien, dan seragam. 

2) Data dan administrasi penghuni tertib serta mudah diawasi. 

3) Pengawasan dan penertiban memiliki dasar hukum yang kuat. 

4) Mengurangi penyalahgunaan rumah negara oleh pihak yang tidak 

berhak. 

5) Meningkatkan citra LPP RRI dalam pengelolaan aset publik yang 

profesional. 

 
Dari hasil analisis di atas, diperoleh beberapa alternatif strategi terpilih 

sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah di atas yang tergambar dalam 

tabel berikut: 

 
Gambar 2 . Analisis SOAR 

4. Solusi Masalah 

Berdasarkan beberapa alternatif strategi terpilih sebagai solusi untuk 

menyelesaikan masalah, dapat disimpulkan dalam beberapa solusi masalah 

sebagai berikut: 
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a. Menyusun, menetapkan dan menerapkan SOP penghunian berdasarkan 

regulasi (PMK 138/2010) dan hasil FGD lintas unit. 

b. Penegakan aturan berdasarkan SOP; verifikasi status penghuni; 

penerbitan SIP dan pemutakhiran data. 

c. Membangun sistem pelaporan berkala; penggunaan dashboard digital 

sederhana. 

d. Penunjukan petugas BMN secara fungsional oleh pimpinan melalui SK. 

e. Pemutakhiran data melalui verifikasi fisik dan digitalisasi. 

 
5. Penentuan Prioritas Solusi Masalah 

Setelah diperoleh solusi permasalahan, dibuatlah pemilihan prioritas 

strategi dengan menggunakan analisis MC Namara sebagai berikut: 

 
Tabel 3 . Tabel Analisis MC Namara 

No. Alternatif Solusi Efektifitas Efisiensi Kemudahan Total 

1 

Menyusun, 

menetapkan dan 

menerapkan SOP 

penghunian 

berdasarkan regulasi 

(PMK 138/2010) dan 

hasil FGD lintas unit. 

5 4 4 13 

2 

Penegakan aturan 

berdasarkan SOP; 

verifikasi status 

penghuni; penerbitan 

SIP dan pemutakhiran 

data 

5 3 3 11 

3 

Membangun sistem 

pelaporan berkala; 

penggunaan 

dashboard digital 

sederhana 

4 3 3 10 

4 

Penunjukan petugas 

BMN secara 

fungsional oleh 

pimpinan melalui SK. 

3 2 2 7 

5 

Pemutakhiran data 

melalui verifikasi fisik 

dan digitalisasi 

3 2 2 7 
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Dari hasil analisis di atas diperoleh pilihan strategi sebagai solusi dari 

permasalahan tidak adanya SOP Penghunian Rumah Negara jatuh pada 

strategi nomor 1, yaitu: menyusun, menetapkan dan menerapkan SOP 

penghunian berdasarkan regulasi (PMK 138/2010) dan hasil FGD lintas unit. 

SOP penghunian rumah negara setidaknya harus mencakup: 

a. Kriteria dan persyaratan penghuni yang berhak. 

b. Prosedur permohonan, verifikasi, dan penetapan penghuni. 

c. Hak dan kewajiban penghuni, termasuk tanggung jawab perawatan 

rumah. 

d. Larangan penggunaan di luar ketentuan. 

e. Mekanisme pengembalian rumah negara saat pegawai pensiun, mutasi, 

atau berhenti. 

f. Sanksi bagi pelanggaran aturan penghuni. 

 

Dengan hasil yang diharapkan dengan adanya SOP Penghunian Rumah 

Negara, sebagai berikut: 

a. Tersusunnya SOP baku penghunian rumah negara yang seragam di 

seluruh satuan kerja. 

b. Kepastian hukum bagi penghuni dan LPP RRI dalam pengelolaan rumah 

negara. 

c. Meningkatnya tertib administrasi serta akuntabilitas pengelolaan aset 

negara. 

d. Pengawasan dan penertiban rumah negara lebih mudah dan terukur. 

e. Terwujudnya pengelolaan rumah negara yang efisien, transparan, dan 

berkeadilan. 

 

C. Strategi Penyelesaian Masalah 

 

1. Terobosan Inovasi 

Kondisi saat ini, pengelolaan rumah negara di lingkungan LPP RRI 

berjalan tanpa pedoman baku, sehingga rawan terjadi perbedaan perlakuan, 

ketidakadilan, bahkan penyalahgunaan. Pengawasan dan penertiban sulit 

dilakukan karena tidak ada acuan formal yang dapat dijadikan dasar hukum 
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tindakan, sehingga potensi sengketa meningkat, misalnya terkait 

pengembalian rumah negara atau kewajiban penghuni.  

Aksi perubahan ini mengusulkan penyusunan dan implementasi 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghunian Rumah Negara di 

lingkungan LPP RRI sebagai terobosan inovatif dalam mengatasi 

permasalahan ketidaktertiban pemanfaatan rumah negara. Inovasi ini muncul 

dari kebutuhan organisasi untuk memiliki dasar hukum dan prosedur teknis 

yang jelas, adil, dan dapat diberlakukan secara menyeluruh di seluruh satuan 

kerja LPP RRI. Aksi perubahan ini menjawab tantangan tersebut melalui 

pendekatan inovatif dengan memadukan regulasi, sistem, dan kolaborasi 

antar unit kerja. 

2. Milestone dan Kegiatan 

Pelaksanaan rencana aksi perubahan “Optimalisasi Penghunian Rumah 

Negara di Lingkungan LPP RRI” dilaksanakan melalui tahapan-tahapan 

sistematis dengan jadwal waktu yang terstruktur. Tahapan ini disusun untuk 

memastikan bahwa setiap proses perubahan berjalan efektif, terukur, dan 

dapat dipantau secara berkala. Berikut adalah tahapan dan jadwal kegiatan 

dalam pelaksanaan aksi perubahan: 

a. Jangka Pendek (Juli – Agustus 2025) 

Tabel 4 . Tabel Kegiatan Jangka Pendek 

No. Kegiatan 
Rincian 

Kegiatan 
Output PIC Waktu 

1 Meminta 

persetujuan 

Pimpinan 

terkait 

Rencana Aksi 

Perubahan 

Meminta izin 

secara tertulis 

kepada pimpinan 

dan meminta 

dukungan 

stakeholder 

Izin 

pimpinan 

terkait 

implementa

si aksi 

perubahan 

Reformer Minggu III 

Juli – 1 Hari 

2 Membentuk 

tim efektif 

dengan SK 

Kepala LPP 

RRI 

Mengusulkan 

nama pegawai 

yang kompeten, 

menyusun uraian 

tugas, dan 

mengusulkan SK 

Tim Efektif 

Terbentukny

a Tim Efektif 

dan 

terbitnya SK 

Reformer Minggu III 

Juli – 1 Hari 
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3 Rapat 

perdana tim 

efektif 

Komitmen tim 

dalam 

mendukung dan 

memahami tujuan 

aksi perubahan 

Kesepakata

n tugas dan 

pembagian 

peran 

Reformer Minggu IV 

Juli – 1 Hari 

4 Pengumpulan 

data & 

identifikasi 

permasalaha

n 

Survei, 

wawancara, 

pengumpulan 

dokumen rumah 

negara di 

lingkungan LPP 

RRI 

Terdokume

ntasinya 

kondisi 

eksisting 

dan 

masalah 

penghunian 

Reformer 

& Tim 

Minggu I 

Agustus – 3 

Hari 

5 Penyusunan 

draf SOP 

Menyusun draf 

berdasarkan hasil 

identifikasi dan 

regulasi yang 

berlaku 

Tersusunny

a draf awal 

SOP 

Reformer 

& Tim 

Minggu II 

Agustus – 3 

Hari 

6 Konsultasi 

dan 

penyempurna

an SOP 

Konsultasi 

dengan pihak 

hukum, 

kepegawaian, 

dan stakeholder 

terkait 

Draf SOP 

final siap 

disahkan 

Reformer 

& Tim 

Minggu III 

Agustus – 2 

Hari 

7 Pengesahan 

SOP 

Pengajuan 

kepada pimpinan 

untuk 

mendapatkan 

pengesahan SOP 

SOP 

Penghunian 

Rumah 

Negara 

disahkan 

Reformer Minggu IV 

Agustus – 1 

Hari 

 

b. Jangka Menengah (September – Oktober 2025) 

Tabel 5 . Tabel Kegiatan Jangka Menengah 

No. Kegiatan 
Rincian 

Kegiatan 
Output PIC Waktu 

1 Sosialisasi 

SOP 

Penghunian 

Rumah 

Negara 

Melakukan 

sosialisasi SOP 

kepada seluruh 

satuan kerja 

terkait 

Seluruh 

pihak terkait 

memahami 

dan 

menerima 

SOP 

Reformer 

& Tim 

Minggu I 

September 

– 2 Hari 
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2 Uji coba 

pelaksanaan 

SOP 

Menerapkan SOP 

pada proses 

aktual 

penghunian 

rumah negara 

yang sedang 

berlangsung 

Uji coba 

berjalan 

sesuai 

prosedur 

SOP 

Reformer 

& Tim 

Minggu II 

September 

– 5 Hari 

3 Evaluasi uji 

coba & tindak 

lanjut 

Menghimpun 

masukan dan 

hambatan 

pelaksanaan uji 

coba, lalu 

melakukan 

penyempurnaan 

Laporan 

evaluasi uji 

coba dan 

revisi minor 

SOP 

Reformer 

& Tim 

Minggu IV 

September 

– 3 Hari 

4 Finalisasi dan 

pendistribusia

n SOP 

Mendistribusikan 

SOP final ke 

seluruh satuan 

kerja serta 

pengunggahan 

ke sistem 

dokumen LPP 

RRI 

SOP 

terdistribusi 

dan 

terdokument

asi dengan 

baik 

Reformer Minggu I 

Oktober – 2 

Hari 

 

c. Jangka Panjang (November – Desember 2025) 

Tabel 6 . Tabel Kegiatan Jangka Panjang 

No. Kegiatan 
Rincian 

Kegiatan 
Output PIC Waktu 

1 Monitoring 

implementasi 

SOP 

Melakukan 

pemantauan 

pelaksanaan 

SOP secara 

berkala di 

beberapa satuan 

kerja 

Laporan 

monitoring 

awal 

pelaksanaa

n SOP 

Reformer 

& Tim 

Minggu I 

November – 

5 Hari 

2 Penyusunan 

laporan akhir 

aksi 

perubahan 

Menyusun 

laporan 

komprehensif 

pelaksanaan aksi 

perubahan dan 

dampaknya 

Laporan 

akhir aksi 

perubahan 

selesai 

Reformer Minggu IV 

November – 

3 Hari 
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3 Diseminasi 

hasil 

perubahan 

Menyampaikan 

hasil aksi 

perubahan ke 

forum internal 

RRI dan/atau 

instansi lain 

Peningkatan 

replikasi 

dan praktik 

baik SOP 

Reformer Desember 

2025 – 1 

Minggu 

 

3. Sumber Daya 

a. Stakeholder 

Stakeholder internal dapat diberdayakan sebagai tim efektif dan 

stakeholder eksternal dapat diharapkan dukungannya dalam 

implementasi aksi perubahan “Optimalisasi Penghunian Rumah 

Negara”, maka perlu untuk memetakan stakeholder berdasarkan 

pengaruh maupun kepentingan dari masing - masing stakeholder 

sehingga dapat menjadi pertimbangan keterlibatan dari para stakeholder 

tersebut. Strategi komunikasi dengan berbagai kelompok stakeholder 

seperti Laten, Promoter, Defender, dan Aphatetic harus disesuaikan 

berdasarkan tingkat kepentingan, pengaruh, dan keterlibatannya, 

sebagai berikut: 

 
Gambar 3 . Para Stakeholder 
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Berikut adalah strategi komunikasi yang disesuaikan dengan masing-

masing kelompok: 

 

Gambar 4 . Pengaruh Stakeholder terhadap Aksi Perubahan 

 

b. Pendanaan 

Pendanaan dibebankan pada DIPA Kantor Pusat LPP RRI Tahun 

Anggaran 2025. 

c. Sarana dan Prasarana 

Kebutuhan alokasi sarana dan prasarana dari Kantor Pusat LPP 

RRI dengan mengusulkan kebutuhan sarana dan peralatan ke Direktur 

SDM dan Umum. 

d. Perangkat regulasi 

Regulasi yang menjadi acuan dari Peraturan Menteri Keuangan 

terkait rumah negara dan peraturan internal LPP RRI terkait. 

e. Teknologi dan Informasi 

Basis data penghunian rumah negara yang diperlukan dari bagian 

umum, baik yang masih manual maupun yang telah terintegrasi dalam 

sistem informasi manajemen aset. 
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4. Manajemen Risiko 

Salah satu pendekatan utama dalam aksi perubahan ini adalah 

penerapan manajemen risiko untuk mengantisipasi kendala pembuatan SOP 

penghunian rumah negara, mulai dari risiko teknis, data, hingga resistensi 

pegawai. Berikut adalah beberapa strategi mitigasi risiko utama dalam 

tahapan rencana aksi terkait. Risiko aksi perubahan dan antisipasinya dapat 

dipetakan sebagai berikut: 

 

Tabel 7 . Tabel Manajemen Resiko pada Setiap Tahapan 

No. Tahapan Potensi Risiko Dampak Mitigasi Risiko 

1 Persiapan 

dan 

Koordinasi 

Awal / 

Pembentukan 

Tim Efektif 

(Minggu 1) 

Kurangnya 

dukungan dari 

pimpinan atau unit 

terkait/kurangnya 

atensi dari anggota 

Tim 

Proyek 

terhambat 

sejak awal 

Sosialisasi awal visi 

perubahan kepada 

pimpinan dan pemangku 

kepentingan. 

2 Identifikasi 

dan Verifikasi 

Data Rumah 

Negara 

(Minggu 1) 

Data tidak 

lengkap/valid; 

penghuni tidak 

kooperatif 

SOP tidak 

berbasis fakta 

lapangan 

Bentuk tim verifikasi lintas 

unit, dokumentasi 

lapangan, dan koordinasi 

aktif dengan Satker 

3 Penyusunan 

Draft SOP 

(Minggu 2-3) 

Draft tidak sesuai 

regulasi/peraturan 

SOP ditolak 

atau tidak bisa 

diterapkan 

Konsultasi dengan unit 

hukum dan pengelola 

BMN; telaah regulasi PMK 

dan PermenPANRB 

4 Uji Publik dan 

Finalisasi 

SOP (Minggu 

4) 

Tidak semua unit 

memberikan 

masukan atau ikut 

serta 

SOP tidak 

inklusif dan 

berisiko ditolak 

Lakukan undangan resmi 

FGD, fasilitasi diskusi 

aktif, dan libatkan 

stakeholder strategis 

5 Penetapan 

dan 

Sosialisasi 

SOP (Minggu 

5) 

SK tidak segera 

ditandatangani; 

sosialisasi tidak 

menjangkau 

semua 

SOP tidak 

berlaku efektif 

Koordinasi aktif dengan 

pimpinan untuk 

percepatan SK; buat 

media sosialisasi digital 

dan cetak 

6 Implementasi 

Awal dan Uji 

Hambatan teknis 

atau penolakan 

Implementasi 

terganggu 

Pilih rumah percontohan 

yang low-resistance, beri 
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No. Tahapan Potensi Risiko Dampak Mitigasi Risiko 

Coba SOP 

(Minggu 6) 

penghuni di rumah 

uji coba 

pendampingan dan 

komunikasi persuasif 

7 Monitoring 

dan Evaluasi 

Awal (Minggu 

7-8) 

Tidak ada alat ukur 

yang jelas; 

pelaporan tidak 

konsisten 

Evaluasi tidak 

objektif 

Buat indikator 

keberhasilan (KPI), 

siapkan form Monev, dan 

bentuk tim Monev kecil 

 

 

5. Time Schedule 

 
 Tabel 8 .  Tabel Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

No. Kegiatan 
Bulan 

7 8 9 10 11 12 

1 Persetujuan pimpinan terkait rencana aksi 

perubahan 

      

2 Pembentukan tim efektif dan penerbitan SK       

3 Rapat perdana tim efektif       

4 Pengumpulan data & identifikasi permasalahan       

5 Penyusunan draft SOP dan Perdirut       

6 Konsultasi dan penyempurnaan SOP dan 

Perdirut 

      

7 Pengesahan SOP oleh pimpinan       

8 Pengesahan Perdirut oleh pimpinan       

9 Sosialisasi SOP dan Perdirut ke seluruh unit 

kerja 

      

10 Uji coba pelaksanaan SOP dan Perdirut       

11 Evaluasi uji coba implementasi SOP dan 

Perdirut 

      

12 Finalisasi & distribusi SOP dan Perdirut       

13 Monitoring implementasi SOP dan Perdirut       
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6. Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan 

Keberhasilan implementasi Rencana Aksi Perubahan sangat 

bergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang terlibat, terutama 

dalam aspek teknis, administratif, dan kepemimpinan. Oleh karena itu, 

dibutuhkan strategi pengembangan kompetensi bagi pihak-pihak terkait agar 

pelaksanaan perubahan dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan adaptif 

terhadap tantangan ke depan. Strategi pengembangan kompetensi 

difokuskan pada tiga level berikut: 

 

a. Pengembangan Kompetensi Teknis 

1) Pelatihan penyusunan SOP dan kebijakan internal bagi staf yang 

terlibat dalam drafting dan validasi dokumen SOP. 

2) Workshop manajemen aset negara, khususnya terkait aturan 

penghunian rumah negara, yang melibatkan narasumber dari DJKN 

Kemenkeu. 

3) Pelatihan pendataan digital dan penggunaan sistem administrasi 

sederhana, seperti spreadsheet, SharePoint, dan dashboard 

pelaporan. 

b. Penguatan Kompetensi Sosial – Komunikatif 

1) Pelatihan komunikasi persuasif dan mediasi konflik, khususnya 

untuk menghadapi penghuni rumah negara yang tidak sesuai 

ketentuan. 

2) Pengembangan kemampuan advokasi internal agar perubahan 

dapat diterima dan didukung oleh seluruh lapisan organisasi. 

3) Sosialisasi berbasis storytelling tentang pentingnya tertib hunian 

sebagai bentuk integritas ASN dalam mengelola aset negara. 

c. Penguatan Kompetensi Kepemimpinan Perubahan 

1) Penguatan peran reformer dan tim kerja melalui pelatihan singkat 

tentang kepemimpinan transformasional, manajemen perubahan, 

dan manajemen risiko organisasi. 

2) Melibatkan pimpinan unit kerja dalam coaching dan mentoring untuk 

memastikan dukungan terhadap tim pelaksana aksi perubahan. 
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7. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategi 

Pengembangan Kompetensi Diri 

Sebagai seorang reformer yang menginisiasi perubahan dalam 

pengelolaan rumah negara di lingkungan LPP RRI, penulis memosisikan diri 

sebagai pemimpin perubahan (change leader) yang menerapkan nilai-nilai 

kepemimpinan transformasional. Sikap dan perilaku kepemimpinan yang 

dikembangkan dan ditampilkan selama pelaksanaan aksi perubahan 

meliputi: 

a. Visioner: Membangun visi perubahan untuk mewujudkan pengelolaan 

rumah negara yang tertib, akuntabel, dan sesuai regulasi. 

b. Berintegritas: Menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap aturan dan 

ketegasan terhadap pelanggaran tata kelola aset negara. 

c. Kolaboratif: Mengutamakan sinergi lintas unit (SDM, Umum, Hukum) 

dalam penyusunan dan pelaksanaan SOP. 

d. Komunikatif: Menjalin komunikasi terbuka dengan seluruh pemangku 

kepentingan, termasuk ASN penghuni rumah negara. 

e. Tegas namun Persuasif: Mampu mengambil keputusan yang tegas 

dalam penertiban rumah negara, namun tetap mengedepankan 

pendekatan humanis. 

f. Berorientasi Hasil: Fokus pada penyelesaian masalah nyata dan 

keberlanjutan perubahan, bukan hanya pada penyusunan dokumen. 

 

Sebagai bagian dari komitmen untuk terus berkembang sebagai 

pemimpin birokrasi yang profesional dan adaptif, reformer menyusun strategi 

pengembangan diri yang berkelanjutan sebagai berikut: 

Tabel 9 . Tabel Pengembangan Diri 

Aspek Kompetensi Strategi Pengembangan 

Kepemimpinan Perubahan Mengikuti pelatihan lanjutan tentang 

manajemen perubahan, coaching & 

mentoring, serta best practice transformasi 

organisasi sektor publik. 

Teknis Tata Kelola BMN Mendalami regulasi terbaru tentang 

pengelolaan rumah negara melalui workshop 

DJKN, e-learning, dan forum komunitas aset. 
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Digitalisasi Administrasi Mengikuti pelatihan pengelolaan data digital, 

dashboard monitoring, dan teknologi 

pendukung transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan aset. 

Komunikasi dan Negosiasi Mengembangkan kemampuan komunikasi 

publik, advokasi kebijakan, dan penanganan 

konflik untuk mendukung strategi persuasi 

kepada penghuni. 

Integritas dan Etika ASN Aktif dalam forum pembinaan nilai-nilai ASN 

BerAKHLAK dan penerapan zona integritas 

untuk memperkuat akuntabilitas dalam 

pekerjaan sehari-hari. 

    

adapun hasil dari penilaian mentor atas hasil pengembangan potensi diri 

reformer terdapat pada lampiran. 
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BAB III 

IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN KEPEMIMPINAN 

 

Memperhatikan nilai pada komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan 

Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi 

diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi 

perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal 

pendalaman sikap perilaku dalam Jabatan Administrator. Maka dalam implementasi 

aksi perubahan reformer melaksanakan hal-hal sebagai berikut : 

 

A. Proses Kepemimpinan 

Proses kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

seorang pemimpin untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan anggota 

tim atau organisasi menuju pencapaian tujuan bersama.  

 

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 

Integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola 

organisasi yang baik (good governance). Organisasi yang berintegritas tidak 

hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja, tetapi juga memastikan 

proses pencapaian tersebut dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-

nilai kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Membangun 

integritas organisasi menjadi kebutuhan mendesak, terutama di tengah 

tuntutan publik terhadap kinerja lembaga pemerintah maupun non-

pemerintah yang profesional, bersih, dan dapat dipercaya. Dengan 

membangun sistem, budaya, dan mekanisme yang berlandaskan integritas, 

organisasi dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif, 

akuntabel, serta dipercaya oleh masyarakat. Implementasi integritas bukan 

hanya tanggung jawab pimpinan, tetapi juga seluruh elemen organisasi 

secara berkesinambungan. Adapun bukti nyatanya adalah menjadi bagian 

target kinerja di Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 
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Gambar 5 . Evidence SKP Kepala Bagian Umum dan Pengadaan 

Fondasi bagi seorang pemimpin yang efektif adalah integritas. Seorang 

pemimpin yang berintegritas akan mampu menginspirasi, membangun 

kepercayaan, dan membawa timnya meraih kesuksesan. Dalam membangun 

integritas kinerja organisasi, kepemimpinan memiliki peran yang sangat 

penting yang ditopang oleh lima hal pokok yaitu Etika Kepemimpinan, 

Manajemen dan Pengawasan Aktif, Pemilihan Orang yang Tepat, Proses 

yang Efektif, Pelaporan yang profesional. Kelima hal tersebut telah 

dinternalisasikan oleh Reformer dalam melaksanakan implementasi aksi 

perubahan, yaitu sebagai berikut:  

a. Etika kepemimpinan 

Pada setiap tahapan dalam aksi perubahan 

didasarkan pada etika kepemimpinan yang 

baik. Tiga prinsip utama yang diterapan yaitu 

saling menghormati, memberikan kepercayaan 

dan komunikasi yang baik. Reformer telah 

membuat grup Whatsapp untuk berkomunikasi 

secara rutin dengan Tim Efektif serta 

memberikan kepercayaan kepada tim untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini juga 

didukung dengan rasa saling menghormati. 

Gambar 6 . Evidence Etika 
Kepemimpinan 

b. Manajemen dan pengawasan aktif 

Seorang Pemimpin harus mampu memanfaatkan seluruh sumber daya 

untuk mencapai tujuan. Hal ini juga harus didukung dengan pengawasan 

yang aktif. Dalam implementasi aksi perubahan telah dilakukan 

rapat/pertemuan rutin baik secara formal ataupun non formal serta dibuat 



  

48 

matrik progres untuk mengetahui progres implementasi dan direkap di 

google drive https://bit.ly/properPKAkukuh. 

  

Gambar 7 . Evidence Manajemen dan Pengawasan Aktif 

c. Pemilihan orang yang tepat 

Reformer sebagai seorang pemimpin dalam aksi perubahan senantiasa 

memastikan anggotanya memahami tanggung jawab yang mereka emban 

dalam Tim Efektif. Pemilihan keanggotaan Tim Efektif disesuaikan dengan 

kapasitas, kompetensi, dan kemampuan masing-masing, sehingga susunan 

Tim Efektif aksi perubahan didasarkan pada prinsip the right man on the right 

place untuk membantu dalam mencapai tujuan utama dari aksi perubahan 

yang dijalankan. Contohnya untuk data penghunian rumah negara dipilih 

Sdr. Ibrohim Abdi Robbani, A.Md.M. dengan jabatan Pengolah Data dan 

Informasi bagian umum yang memiliki background bidang BMN, Sdr. Satrio 

Wisnu Wibowo dengan jabatan Penelaah Permasalahan Hukum yang 

memiliki latar belakang bidang hukum untuk harmonisasi kebijakan internal 

yang akan diterbitkan. 

d. Proses yang efektif 

Dalam upaya mencapai target seperti yang telah ditetapkan dalam 

milestone aksi perubahan, Reformer telah membuat Tim Efektif yang 

membantu serta sebagai pelaksana di setiap tahapan kegiatan. Reformer 

dan Tim Efektif menjalankan proses yang efektif agar target milestone jangka 

pendek dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan batas 

waktu yang telah ditetapkan. 

https://bit.ly/properPKAkukuh
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Gambar 8 . Evidence Pembentukan Tim Efektif 

 

e. Pelaporan yang professional 

Untuk mencapai pelaporan yang profesional, telah dibuat Google Drive 

untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data dukung oleh Tim Efektif. 

Laporan disusun sesuai standar yang berlaku berdasarkan implementasi 

aksi perubahan yang sudah dilaksanakan. 

 
Gambar 9 . Evidence Pelaporan Terintegrasi melalui penyimpanan awan 

 

2. Pengelolaan Budaya Kerja 

Pengelolaan budaya kerja adalah proses yang sistematis dalam 

membentuk, mengembangkan, dan mempertahankan nilai-nilai, norma, dan 

perilaku yang diinginkan dalam suatu organisasi. Budaya kerja yang kuat 
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akan menjadi fondasi yang kokoh bagi keberhasilan organisasi dalam 

mencapai tujuannya. Kemenpan RB telah menetapkan budaya kerja Aparatur 

Sipil negara (ASN) “BerAKHLAK” sebagai pilar kekuatan birokrasi Indonesia 

yang merupakan seperangkat nilai, norma, dan perilaku yang menjadi ciri 

khas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Budaya kerja ini sangat 

penting karena menjadi landasan bagi ASN dalam memberikan pelayanan 

publik yang berkualitas, mewujudkan pemerintahan yang baik, dan mencapai 

tujuan pembangunan nasional. 

Implementasi aksi perubahan ini juga sebagai sarana bagi Reformer 

untuk menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai ASN 

BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, 

Loyal, Adaptif, Kolaboratif) di lingkungan LPP RRI. Dalam mengubah sistem 

pengelolaan rumah negara, Reformer juga berupaya mengubah budaya kerja 

yang sebelumnya cenderung permisif dan informal dalam penataan hunian 

menjadi budaya yang tertib, berbasis regulasi, dan terbuka terhadap 

perubahan. 

Perubahan budaya ini dimulai dengan komunikasi yang persuasif, 

edukatif, dan humanis kepada penghuni rumah negara dan rekan kerja. 

Reformer menekankan bahwa perubahan bukan untuk menghukum, tetapi 

untuk menata ulang sistem secara adil dan berkelanjutan. Budaya kerja baru 

dibangun dengan prinsip: 

a. Kepatuhan terhadap prosedur (SOP); 

b. Transparansi data; 

c. Kolaborasi lintas unit; dan 

d. Saling menghormati dalam pengambilan keputusan. 

3. Membangun Jejaring Kerja dan Kolaborasi 

Jejaring kerja merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Dengan membangun jejaring kerja yang 

kuat, instansi pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

memberikan pelayanan publik, serta mencapai tujuan pembangunan 

nasional. Pemimpin di dalam jejaring harus mampu mewujudkan lingkungan 

yang kondusif bagi semua hubungan yang ada untuk menjadi produktif 
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(masing-masing memainkan perannya) dan memberikan hasil berupa 

pencapaian tujuan jejaring dan manfaat bagi anggota jejaring dan para pihak 

lain. Pemimpin jejaring harus memastikan bahwa jejaring harus memiliki 

norma yang jelas bagaimana mengatur hubungan dan interaksi serta saling 

menghargai kontribusi dari berbagai pihak. 

Dalam proses implementasi aksi perubahan, Reformer telah 

membangun jejaring kerja dan kolaborasi yang baik dengan stakeholder 

internal dan eksternal, antara lain: 

a. Direktorat SDM dan Umum, yang memiliki data dasar rumah negara; 

b. Direktorat Keuangan, yang berwenang melakukan pemotongan sewa 

rumah negara. 

c. Satuan Pengawasan Internal, untuk memastikan pengawasan dan 

akuntabilitas; 

d. Bagian Hukum, dalam mendukung keabsahan dokumen; 

e. Penghuni rumah negara, yang dilibatkan melalui FGD sebagai mitra 

dialog. 

 

B. Hasil Kepemimpinan 

1. Capaian dan Perbaikan Kinerja Organisasi 

Aksi perubahan “Optimalisasi Penghunian Rumah Negara” dilakukan 

sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan 

aset negara khususnya pengelolaan rumah negara, serta dalam rangka 

meningkatkan kinerja unit kerja dalam penyelenggaraan pelayanan pasca 

mengikuti pelatihan kepemimpinan. 

Kegiatan selama proses implementasi aksi perubahan mulai tanggal 

15 Juli 2025 hingga 15 Oktober 2025 berfokus pada tahapan dan tujuan 

jangka menengah. Tahapan aksi perubahan yang sudah terlaksana untuk 

mencapai tujuan jangka menengah, sebagai berikut: 

a. Pembentukan Tim Efektif yang beranggotakan dari Tim Umum, Tim 

Kepegawaian, dan Tim Hukum. Adapun deskripsi hasil kepemimpinan 

yang telah dilakukan Reformer, sebagai berikut: 
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1) Memaparkan kepada seluruh pegawai terkait dengan manfaat dan 

pentingnya aksi perubahan; 

2) Memberikan arahan terkait susunan keanggotaan Tim Efektif yang 

sesuai dengan kebutuhan rencana aksi perubahan dengan susunan 

anggota perwakilan dari setiap bagian; 

3) Memberikan arahan terkait rincian tugas dan tanggungjawab Tim 

Efektif agar tidak tumpang tindih dan dapat saling mendukung; dan 

4) Mendelegasikan tugas kepada Tim Efektif. 

 
Gambar 10 . Evidence Kegiatan Rapat dengan TIm Efektif 

b. Menyusun SOP Penghunian Rumah Negara sebagai dokumen acuan 

yang memuat: 

1) Kriteria dan persyaratan penghuni yang berhak, 

2) Prosedur permohonan, verifikasi, dan penetapan penghuni, 

3) Hak dan kewajiban penghuni, termasuk tanggung jawab perawatan 

rumah, 

4) Larangan penggunaan di luar ketentuan, 

5) Mekanisme pengembalian rumah negara saat pegawai pensiun, 

mutasi, atau berhenti, 

6) Sanksi bagi pelanggaran aturan penghuni. 
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Gambar 11 . Evidence Rapat Penyusunan SOP 

 

c. Pembentukan Tim Pengelola Rumah Negara untuk menjamin 

keberlanjutan pengawasan. 

 
Gambar 12 . Evidence Pembentukan Tim Pengelola Rumah Negara 
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d. Tersedianya dashboard digital untuk mencatat dan memantau status 

penghuni secara lebih sistematis. https://linktr.ee/bmnpusatrri  

 

Gambar 13 . Evidence Dashboard Digital 

e. Menyusun draf Peraturan Direktur Utama yang disiapkan untuk menjadi 

dasar hukum implementasi SOP secara nasional internal. 

 
Gambar 14 . Evidence Penyusunan Perdirut Pengelolaan Rumah Negara 

 

https://linktr.ee/bmnpusatrri
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2. Manfaat Aksi Perubahan 

Aksi perubahan ini memberikan manfaat signifikan baik secara internal 

maupun eksternal organisasi, sebagai berikut: 

a. Internal 

Meningkatkan koordinasi lintas unit (SDM, Umum, SPI, Keuangan, 

Hukum), menciptakan keterpaduan kerja, serta meningkatkan kedisiplinan 

dalam tata kelola BMN. 

b. Eksternal 

Menumbuhkan kepercayaan publik terhadap tata kelola rumah negara, 

menghindari konflik dengan penghuni, serta memberi kepastian hukum 

terhadap hak penggunaan aset negara. 

 

3. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan 

Dalam pelaksanaan aksi perubahan, Reformer menerapkan hasil 

pelatihan secara langsung melalui: 

a. Penerapan pengetahuan manajemen kinerja dan organisasi digital 

dalam menyusun indikator keberhasilan dan penggunaan dashboard; 

b. Penerapan kemampuan analisis kebijakan publik saat merancang SOP 

dan regulasi internal (Peraturan Direktur Utama); dan 

c. Penerapan keterampilan komunikasi kepemimpinan, terutama dalam 

proses FGD dan mobilisasi dukungan lintas unit. 

Kompetensi teknis dan manajerial yang diperoleh selama Pelatihan 

Kepemimpinan Administrator secara nyata membantu menyelesaikan aksi 

dengan pendekatan sistemik dan terukur. 

 

4. Implementasi Strategi Pengembangan Potensi Diri 

Dalam Masa Implementasi Aksi Perubahan selain mengimplementasikan 

rencana inovasi perubahan, juga sebagai sarana bagi peserta pelatihan selaku 

Reformer dan selaku Kepala Bagian Umum dan Pengadaan Direktorat SDM 

dan Umum LPP RRI untuk mengembangkan potensi diri melalui: 

a. Coaching dan mentoring dalam kerangka pelatihan kepemimpinan, 

termasuk sesi umpan balik dari coach, mentor, dan pengajar; 

b. Studi literatur regulasi terkait rumah negara dan pengelolaan BMN; 
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c. Belajar teknologi sederhana seperti spreadsheet, dashboard, dan 

penyusunan visual untuk media sosialisasi; dan 

d. Refleksi kepemimpinan melalui catatan pribadi dari hasil evaluasi FGD. 

Pengembangan ini berdampak langsung pada peningkatan efektivitas 

komunikasi, kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan, dan 

kemampuan menyusun kebijakan berbasis data. 

C. Keterkaitan Aksi Perubahan dengan Mata Latihan Pilihan 

Keterkaitan aksi perubahan ini dengan mata latihan pilihan adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel 10 . Tabel Keterkaitan Aksi Perubahan dengan Mata Pelatihan 

No. 
Judul Aksi 

Perubahan 
Mata Pelatihan 

Jalur 

Pembela

jaran 

Hubungan 

dengan Aksi 

Perubahan 

Sumber 

Pembelajar

an 

1 Optimalisasi 

Penghunian 

Rumah 

Negara LPP 

RRI 

  

  

  

Strategi 

Meningkatkan 

Motivasi dan 

Produktivitas 

dalam Dunia 

Kerja 

Pelatihan Meningkatkan 

semangat 

optimalisasi dalam 

penggunaan 

rumah negara 

LMS 

Kepemimpi

nan 

ASN 

BERPIJAR 

  

2 Membina 

Kerjasama Tim 

Pelatihan Memperkuat 

kolaborasi antar 

tim kerja dalam 

mengelola rumah 

negara 

LMS 

Kepemimpi

nan 

ASN 

BERPIJAR 

3 Design Thinking 

dalam 

Pemecahan 

Masalah dan 

Pengambilan 

Keputusan 

Pelatihan Mendorong inovasi 

dalam pemecahan 

solusi 

permasalahan 

dalam penghunian 

rumah negara 

LMS 

Kepemimpi

nan 

ASN 

BERPIJAR 

4 Membangun 

Kepekaan 

terhadap Isu 

GEDSI di 

Lingkungan 

Kerja 

Pelatihan Menjamin 

kesetaraan akses 

dan penggunaan 

rumah negara bagi 

pegawai negeri 

yang berhak 

LMS 

Kepemimpi

nan 

ASN 

BERPIJAR 
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5 Mengaktifkan 

Transformasi 

Digital di Sektor 

Pemerintahan 

Pelatihan Mengintegrasikan 

sistem digital 

untuk administrasi 

pengelolaan 

rumah negara 

LMS 

Kepemimpi

nan 

ASN 

BERPIJAR 

6 Menguasai Seni 

Berkomunikasi 

Pelatihan Mendukung 

komunikasi efektif 

dalam sosialisasi 

kebijakan rumah 

negara 

LMS 

Kepemimpi

nan 

ASN 

BERPIJAR 

 

1. Keterkaitan mata pelatihan Strategi Meningkatkan Motivasi dan Produktivitas 

dalam Dunia Kerja dengan Meningkatkan semangat optimalisasi dalam 

penggunaan rumah negara adalah menerapkan strategi peningkatan motivasi 

dan produktivitas, pelaksanaan aksi perubahan dapat membangun budaya 

kerja yang proaktif, tertib, dan bertanggung jawab terhadap pemanfaatan 

rumah negara. Hasilnya bukan hanya terwujudnya SOP yang efektif, tetapi 

juga transformasi perilaku ASN menuju pengelolaan aset negara yang lebih 

profesional dan akuntabel. 

 

Uraian Keterkaitan dan Langkah Nyata: 

 

a) Peningkatan Kapasitas dan Pemahaman 

Melakukan coaching dan sharing session bagi petugas pengelola BMN 

tentang pentingnya pengelolaan aset negara secara tertib dan optimal. 

b) Komunikasi Inspiratif dan Keteladanan Pimpinan 

Reformer dan tim efektif aksi perubahan menunjukkan komitmen nyata 

dan keteladanan dalam kepatuhan terhadap SOP. Reformer juga 

menyampaikan pesan motivasional secara rutin untuk menjaga semangat 

perubahan di lingkungan kerja. 

 

2. Keterkaitan mata pelatihan Membina Kerjasama Tim dengan Memperkuat 

kolaborasi antar tim kerja dalam mengelola rumah negara adalah untuk 

memperkuat kolaborasi antar unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan 

rumah negara, sehingga proses penertiban, pendataan, dan penyusunan 

SOP dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan. 
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Uraian Keterkaitan dan Langkah Nyata: 

 
a) Membangun Sinergi Lintas Unit 

Melalui penerapan prinsip kerjasama tim, aksi perubahan mendorong 

kolaborasi antara Bagian Umum, Bagian SDM, Satuan Kerja daerah, serta 

Tim BMN, agar seluruh proses pengelolaan rumah negara berjalan 

terpadu dan saling mendukung. 

b) Pembagian Peran yang Jelas dan Terkoordinasi 

Dengan semangat teamwork, setiap anggota tim memahami peran, 

tanggung jawab, dan kontribusinya dalam pelaksanaan aksi perubahan, 

tim data BMN bertugas mendata rumah negara, sedangkan tim hukum 

menyiapkan dasar regulasinya. 

c) Forum Koordinasi dan Komunikasi Rutin 

Melaksanakan rapat koordinasi atau FGD berkala sebagai wadah 

komunikasi terbuka, pemecahan masalah bersama, dan pengambilan 

keputusan kolektif terkait pengelolaan rumah negara. 

d) Menumbuhkan Budaya Kolaboratif dan Kepemilikan Bersama 

Melalui pelatihan dan praktik kerja sama tim, para pegawai terbangun rasa 

solidaritas dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan 

optimalisasi rumah negara bukan hanya tugas satu unit, tetapi hasil kerja 

bersama seluruh organisasi. 

e) Peningkatan Efektivitas Implementasi SOP 

Dengan kerjasama yang baik antar tim, proses penyusunan dan 

penerapan SOP Penghunian Rumah Negara menjadi lebih cepat, akurat, 

dan diterima semua pihak, karena disusun secara partisipatif. 

 
3. Keterkaitan mata pelatihan Design Thinking dalam Pemecahan Masalah dan 

Pengambilan Keputusan dengan Mendorong inovasi dalam pemecahan solusi 

permasalahan dalam penghunian rumah negara terletak pada kemampuan 

untuk mendorong inovasi dan pendekatan kreatif dalam mencari solusi atas 

berbagai permasalahan penghunian rumah negara, seperti ketidaktertiban 

penghuni, kurangnya data akurat, dan belum adanya SOP yang baku. 
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Uraian Keterkaitan dan Langkah Nyata 

 
a) Pendekatan Berpusat pada Pengguna  

Melalui prinsip Design Thinking, proses penyusunan SOP dan solusi 

dilakukan dengan memahami kebutuhan nyata para penghuni rumah 

negara dan pengelola BMN, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih 

tepat sasaran dan mudah diterapkan. 

b) Identifikasi Akar Masalah Secara Mendalam 

Tim perubahan melakukan observasi, wawancara, dan analisis empati 

untuk menggali permasalahan di lapangan, terkait kendala administrasi, 

persepsi hak kepemilikan, atau keterbatasan informasi guna memastikan 

solusi yang diambil benar-benar menjawab akar persoalan. 

c) Brainstorming dan Co-Creation Solusi 

Mendorong kolaborasi ide dari berbagai unit dan level pegawai untuk 

menghasilkan inovasi, seperti pengembangan database digital penghuni 

rumah negara, atau formulir online permohonan hunian yang 

memudahkan proses administrasi. 

d) Prototyping dan Uji Coba SOP 

Sebelum diterapkan secara penuh, dilakukan uji coba penerapan SOP 

pada satuan kerja tertentu sebagai bentuk prototype implementation, 

kemudian dilakukan penyempurnaan berdasarkan umpan balik. 

e) Pengambilan Keputusan Berbasis Inovasi dan Data 

Melalui metode berpikir sistematis dan iteratif ala Design Thinking, 

keputusan yang diambil dalam pengelolaan rumah negara menjadi lebih 

rasional, adaptif, dan inovatif, bukan sekadar administratif. 

 

4. Keterkaitan mata pelatihan Membangun Kepekaan terhadap isu GEDSI di 

Lingkungan Kerja dengan Menjamin kesetaraan akses dan penggunaan 

rumah negara bagi pegawai negeri yang berhak adalah untuk menjamin 

kesetaraan akses, kesempatan, dan perlakuan yang adil bagi seluruh 

pegawai negeri yang berhak menempati rumah negara, tanpa diskriminasi 

berdasarkan gender, disabilitas, atau latar belakang sosial. 
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Uraian Keterkaitan dan Langkah Nyata 
 

a) Penerapan Prinsip Keadilan dan Inklusivitas dalam Pengelolaan 

Rumah Negara 

Aksi perubahan memastikan bahwa penentuan hak hunian dilakukan 

secara objektif dan transparan, dengan mempertimbangkan kebutuhan 

pegawai dan ketentuan hukum, bukan faktor subjektif seperti jabatan, jenis 

kelamin, atau kedekatan personal. 

b) Pendataan yang Inklusif dan Sensitif terhadap GEDSI 

Dalam proses inventarisasi dan penataan penghuni rumah negara, tim 

pengelola melakukan pendataan yang memperhatikan kondisi dan 

kebutuhan pegawai disabilitas, pegawai perempuan, atau pegawai tunggal 

(single parent), agar kebijakan hunian lebih responsif terhadap 

keberagaman. 

c) Sosialisasi Nilai-Nilai Kesetaraan dan Anti-Diskriminasi 

Melaksanakan edukasi dan kampanye internal tentang pentingnya 

kesetaraan akses dalam penggunaan fasilitas negara, untuk 

menumbuhkan budaya organisasi yang menghargai keberagaman dan 

hak yang sama bagi seluruh ASN. 

d) Mekanisme Pengaduan yang Aksesibel dan Aman 

Menyediakan saluran pengaduan terbuka dan aman bagi pegawai yang 

merasa dirugikan dalam proses penghunian rumah negara, sebagai 

bentuk perlindungan terhadap praktik diskriminatif. 

e) Pemberdayaan Perempuan dan Pegawai Disabilitas 

Mendorong keterlibatan aktif pegawai perempuan dan disabilitas dalam 

tim kerja atau forum pengelolaan BMN, sehingga suara mereka turut 

berkontribusi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan hunian. 

 

5. Keterkaitan mata pelatihan Mengaktifkan Transformasi Digital di Sektor 

Pemerintahan dengan Mengintegrasikan sistem digital untuk administrasi 

pengelolaan rumah negara adalah untuk mengintegrasikan teknologi digital 

dalam sistem administrasi dan pengelolaan rumah negara, sehingga proses 

pendataan, pengawasan, dan pengambilan keputusan menjadi lebih efisien, 

transparan, dan akuntabel. 
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Uraian Keterkaitan dan Langkah Nyata 
 

a) Digitalisasi Data Rumah Negara 

Melakukan pendataan seluruh rumah negara secara digital, mencakup 

status hukum, kondisi fisik, data penghuni, dan masa hunian. Data ini 

disimpan dalam basis data terintegrasi yang mudah diakses oleh unit 

terkait di LPP RRI. 

b) Penerapan Aplikasi atau Dashboard Monitoring BMN 

Mengembangkan aplikasi internal atau dashboard digital yang 

menampilkan informasi real-time tentang penggunaan rumah negara, 

termasuk daftar penghuni aktif, rumah kosong, serta masa berakhirnya izin 

hunian. Hal ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data. 

c) Otomatisasi Proses Administrasi 

Mengubah proses manual seperti permohonan, perpanjangan, dan 

persetujuan penghunian rumah negara menjadi sistem berbasis daring 

(melalui aplikasi persuratan Srikandi), sehingga lebih cepat, paperless, 

dan terdokumentasi dengan baik. 

d) Integrasi dengan Sistem BMN Pemerintah 

Menghubungkan data rumah negara LPP RRI dengan SIMAN, agar 

pengelolaan rumah negara selaras dengan kebijakan nasional dan mudah 

diaudit. 

 

6. Keterkaitan mata pelatihan Menguasai Seni Berkomunikasi dengan 

Mendukung komunikasi efektif dalam sosialisasi kebijakan rumah negara 

adalah mendukung terwujudnya komunikasi yang efektif, persuasif, dan 

konstruktif dalam proses sosialisasi kebijakan dan penerapan SOP 

Penghunian Rumah Negara, sehingga pesan perubahan dapat diterima 

dengan baik oleh seluruh pegawai dan pemangku kepentingan terkait. 

 
Uraian Keterkaitan dan Langkah Nyata 

 
a) Menyampaikan Pesan Perubahan Secara Jelas dan Menarik 

Melalui keterampilan komunikasi yang baik, tim perubahan mampu 

menyampaikan tujuan, manfaat, dan urgensi kebijakan rumah negara 
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secara lugas dan menarik, sehingga meningkatkan pemahaman serta 

dukungan dari para pegawai. 

b) Menggunakan Beragam Media Komunikasi 

Melaksanakan sosialisasi menggunakan berbagai saluran komunikasi 

seperti surat edaran, presentasi, video internal, dan media digital untuk 

menjangkau seluruh satuan kerja secara efektif. 

https://vt.tiktok.com/ZSSmS2cxB/ , https://s.id/evidencekukuh. 

c) Pendekatan Persuasif dan Empatik 

Menggunakan komunikasi yang membangun empati dan rasa saling 

menghargai, terutama saat menghadapi penghuni yang belum memahami 

atau belum patuh terhadap aturan baru, agar tercipta penerimaan tanpa 

resistensi. 

  
Gambar 15 . Evidence Pendekatan Persuasif 

d) Kemampuan Mendengarkan dan Menyerap Masukan 

Mengembangkan kemampuan listening skill agar pengelola BMN dapat 

menangkap aspirasi, kendala, dan kekhawatiran penghuni rumah negara, 

sehingga kebijakan dapat disempurnakan berdasarkan umpan balik yang 

konstruktif. 

 
Gambar 16 . Evidence Menyerap Aspirasi para penghuni rumah negara 

https://vt.tiktok.com/ZSSmS2cxB/
https://s.id/evidencekukuh
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D. Keberlanjutan Aksi Perubahan 

Aksi perubahan yang dilakukan tidak hanya menyasar perbaikan jangka 

pendek, tetapi dirancang agar berkelanjutan dan melembaga dalam sistem kerja 

LPP RRI. Reformer menyusun langkah-langkah keberlanjutan sebagai berikut: 

1. Integrasi SOP Penghunian Rumah Negara ke dalam prosedur baku internal 

di seluruh satuan kerja; 

SOP Penghunian Rumah Negara 

SOP Penertiban Rumah Negara 

2. Pembentukan dan penguatan kelembagaan Tim Pengelola Rumah Negara, 

baik di tingkat pusat maupun satuan kerja; 

SK Tim Pengelola Rumah Negara 

3. Penerapan dashboard penghuni sebagai sistem awal digitalisasi data 

rumah negara; dan 

4. Advokasi penyusunan dan pengesahan Perdirut sebagai dasar hukum 

nasional internal pengelolaan rumah negara. 

Perdirut Pengelolaan Rumah Negara 

Langkah-langkah ini memastikan bahwa Aksi Perubahan ini tidak berhenti 

sebagai proyek individu, melainkan menjadi bagian dari transformasi tata kelola 

rumah negara yang lebih akuntabel, sah, dan terukur di lingkungan LPP RRI.

https://drive.google.com/file/d/1WwkWEs2CmUNV-i-34NZykqMvb8vq0Uwt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V5LT1XjpZTfbUvWmyUQmvvfeUW80WMZ4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rAw1DntCdsueyfy95eO89guIr4yIEHPG/view?usp=sharing
https://linktr.ee/bmnpusatrri/
https://drive.google.com/file/d/1KyCughIf0jvBvxvlee3_pfcNgycOVECw/view?usp=sharing
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BAB IV 

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN 

 

A. Penerapan Strategi Komunikasi 

Sebagai bagian dari implementasi aksi perubahan, diseminasi dan publikasi 

dilaksanakan untuk menyebarluaskan informasi terkait latar belakang, tujuan, 

proses, serta hasil yang dicapai. Upaya ini bertujuan memperoleh dukungan, 

meningkatkan pemahaman, serta memastikan keberlanjutan aksi perubahan baik 

di internal organisasi maupun kepada pemangku kepentingan eksternal. Strategi 

diseminasi dilakukan secara bertahap dan terstruktur melalui beberapa kanal dan 

metode, sebagai berikut: 

1. Sosialisasi Internal 

Reformer melakukan presentasi aksi perubahan dalam forum pimpinan 

di lingkungan kerja. Dalam kesempatan ini, dijelaskan urgensi, hasil, dan 

langkah replikasi aksi di satuan kerja lain. 
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Gambar 17 . Sosialisasi tentang Pengelolaan Rumah Negara 

 
2. Focus Group Discussion (FGD) 

FGD dilakukan untuk menggali umpan balik dari penghuni rumah 

negara, unit pengelola, serta pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi 

SOP. FGD menjadi ruang edukasi sekaligus advokasi awal sebelum SOP 

diterapkan secara luas. (Rekaman) 

 

 
Gambar 18 . Evidence Kegiatan FGD dengan penghuni rumah negara 

 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/125ufI7f6-G9O2buKA8tPAYuvr_-OKQyM/view?pli=1
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3. Media Internal dan Surat Edaran 

Dokumen SOP, Perdirut, dan laporan hasil aksi disebarkan melalui 

jaringan komunikasi internal, seperti grup koordinasi, nota dinas, dan aplikasi 

persuratan Srikandi. 

   

 
Gambar 19 . Evidence Komunikasi melalui Media Internal 

 

4. Penggunaan Media Visual 

Reformer juga menyiapkan media seperti 

slide presentasi, standing banner, dan infografis 

yang dipajang dalam kegiatan internal lembaga 

sebagai bentuk kampanye perubahan. 

 

 

Gambar 20 . Evidence 
Penggunaan Media Visual 
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5. Advokasi ke Tingkat Nasional 

Aksi ini dirancang agar dapat 

ditindaklanjuti di tingkat pusat 

melalui pengesahan Perdirut 

sebagai regulasi internal LPP RRI. 

Diharapkan, perubahan ini tidak 

hanya berlaku di satuan kerja 

tertentu, tetapi menjadi kebijakan 

nasional internal.  

Gambar 21 . Evidence Penandatanganan 
Perdirut Pengelolaan Rumah Negara 

 

Dalam menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan implementasi aksi 

perubahan digunakan strategi sebagai berikut: 

1. Sosialisasi SOP dan Perdirut secara Nasional melalui media Zoom dan 

Youtube, Rekaman Zoom, Video Youtube. 

 
Gambar 22 . Evidence Sosialisasi secara daring 

 

2. Publikasi pada kegiatan seminar atau forum LAN 

Reformer telah menyiapkan bahan presentasi untuk diseminasi dalam forum 

evaluasi PKA di lingkungan LAN RI, sebagai bentuk replikasi aksi yang dapat 

diadopsi oleh instansi lain. 

https://drive.google.com/file/d/1dnYcYGo6N-SLemKAu3xRgtojnr46jBQs/view?usp=sharing
https://youtu.be/szi8K4ZFIN0?si=3GDa3gjC17mtZac-
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Gambar 23 . Evidence Publikasi 

 

3. Dokumentasi visual 

Semua kegiatan utama seperti FGD, validasi SOP, dan koordinasi terekam 

dalam bentuk foto, notulen, dan tangkapan layar dashboard yang disiapkan 

sebagai lampiran laporan aksi perubahan. https://bit.ly/properPKAkukuh  

B. Keberhasilan Mendapat Dukungan Adopsi/ Replikasi Aksi Perubahan 

Keberhasilan aksi perubahan tidak hanya diukur dari dokumen yang 

dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana aksi tersebut mendapatkan dukungan 

nyata dan berpotensi direplikasi secara lebih luas. 

1. Dukungan Stakeholder Internal 

Aksi perubahan mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak di 

lingkungan LPP RRI, di antaranya: 

a. Direktur SDM dan Umum memberikan arahan dan ruang kebijakan untuk 

menyusun dan menguji SOP. 

 
Gambar 24 . Arahan Direktur SDMU 

b. Unit kerja teknis (Bagian Umum, SDM, SPI, Keuangan), yang berperan 

langsung dalam pengumpulan data, validasi SOP, dan diskusi teknis. 

https://bit.ly/properPKAkukuh
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Gambar 25 . Evidence Koordinasi Tim diluar Rapat 

c. Penghuni Rumah Negara, yang berpartisipasi aktif dalam FGD dan 

memberikan masukan atas kebijakan yang sedang disusun. (Rekaman) 

 
Gambar 26 . Evidence kegiatan FGD 

Dukungan ini terlihat dari partisipasi dalam rapat, komitmen dalam menyusun 

tim pengelola, dan penerimaan terhadap SOP yang dirancang. 

 

2. Bukti Adopsi dan Respon Positif 

Hasil diseminasi menunjukkan bahwa aksi ini dianggap sebagai solusi 

konkret dan relevan terhadap persoalan pengelolaan rumah negara. 

Beberapa satuan kerja bahkan menyatakan minat untuk mengadopsi SOP 

dan sistem dashboard yang dikembangkan. Dokumen aksi perubahan juga 

telah disampaikan dalam: 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/125ufI7f6-G9O2buKA8tPAYuvr_-OKQyM/view?pli=1
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a. Forum internal LPP RRI; 

 
Gambar 27 . Penyebarluasan Regulasi melalui Sosialisasi 

b. Materi seminar implementasi PKA (Video Youtube); dan 

 
Gambar 28 . Laporan Implementasi Aksi Perubahan 

 

https://youtu.be/szi8K4ZFIN0?si=3GDa3gjC17mtZac-
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3. Perpindahan Peta Stake Holders 

Pada tahap awal pelaksanaan aksi perubahan “Optimalisasi 

Penghunian Rumah Negara di Lingkungan LPP RRI”, pemetaan stakeholder 

dilakukan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki pengaruh (power) 

dan kepentingan (interest) terhadap keberhasilan program. Peta awal 

menunjukkan bahwa terdapat beberapa stakeholder kunci, pendukung, dan 

penghambat dengan tingkat pengaruh dan kepentingan yang berbeda-beda. 

Namun, seiring proses implementasi berjalan, terjadi pergeseran atau 

perpindahan posisi stakeholder pada peta tersebut. Perubahan ini merupakan 

hasil dari strategi komunikasi, koordinasi, dan pelibatan aktif yang dilakukan 

oleh Tim Aksi Perubahan. 

 

a. Peta Stakeholder Awal 

Pada tahap perencanaan, pemetaan awal menggambarkan situasi sebagai 

berikut: 

 

Gambar 29 . Posisi Stakeholder Awal 

 

b. Strategi Pendekatan dan Komunikasi 

Untuk menggeser posisi stakeholder menuju dukungan yang lebih kuat, 

dilakukan strategi sebagai berikut: 

 

1) Pendekatan formal dan regulatif: melalui sosialisasi dasar hukum 

pengelolaan rumah negara (PMK, PP, dan Perdirut RRI). 
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2) Pendekatan persuasif: dengan dialog terbuka dan FGD (Rekaman) 

bersama penghuni rumah negara untuk mendengar aspirasi dan 

menjelaskan manfaat SOP. 

  

Gambar 30 . Evidence Forum Group Discussion (FGD) 

3) Pendekatan kolaboratif: melibatkan berbagai direktorat (SDM & 

Umum, Keuangan, Hukum, dan TI) dalam penyusunan dan uji coba 

SOP. 

 
Gambar 31 . Evidence Kolaborasi dalam Tim 

4) Pendekatan partisipatif: memberi ruang bagi Satker untuk memberi 

masukan agar SOP bisa diimplementasikan realistis di lapangan.  

  
Gambar 32 . Evidence Partisifatif 

https://drive.google.com/file/d/125ufI7f6-G9O2buKA8tPAYuvr_-OKQyM/view?pli=1
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c. Peta Stakeholder Setelah Implementasi 

Setelah tahapan implementasi dan advokasi, terjadi perpindahan posisi 

stakeholder, antara lain: 

 

1) Dewas/Direksi LPP RRI, Bagian Umum, dan Tim Efektif tetap berada 

pada kuadran High Power – High Interest, menjadi sponsor utama dalam 

keberlanjutan aksi perubahan. Video Dewas, Video Dirut ,Video Direktur 

SDMU, Video Kepala SPI 

 

2) BPK RI dan DJKN yang semula berada pada kuadran Low Interest – 

High Power, kini meningkat partisipasinya dan menjadi pihak yang 

mendukung Optimalisasi Penghunian Rumah Negara.  

Link video dukungan BPK dan DJKN 

 

3) Penghuni ilegal, yang semula 

berada pada kuadran High Interest – 

Low Power, kini meningkat 

partisipasinya dan menjadi pihak 

yang mendukung transparansi 

status hunian. Dengan kesadaran 

penuh bersedia keluar dari rumah 

negara setelah mengetahui SOP 

dan Perdirut. 

 

 

Gambar 33 . Tangkap Layar Pasca 
Penertiban Rumah Negara 

4) Pensiunan, yang semula mempunyai kepentingan tinggi untuk 

menghuni bergeser ke apathetich karena sudah memahami regulasi 

yang ada. Video Pensiunan 

 
5) Stakeholder penghambat semakin berkurang jumlahnya, karena 

komunikasi dan klarifikasi yang dilakukan secara terbuka telah 

menurunkan resistensi. 

https://drive.google.com/open?id=1fd3oon44Qn523uP17ARE6sW9YuI0zADl&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1BUtbxYDKQaEiR_0TWzaQzVnHRv6dly4A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHJWlSo3HR__adya1M3ihl_F2JQMwQWq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHJWlSo3HR__adya1M3ihl_F2JQMwQWq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pp-_xGGh6uG5eSYiCWQwNGtSq1q3_pUL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l96Bo59gDQ8PU_yFOIb8p7g8l232fyZX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15MIXlPllnm2SvTloIbkbx2dwAGdFLP8N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dgwyHL4C8pE4wcuudfFunqXWi7pYZUo6/view?usp=sharing
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   Peta stakeholders setelah implementasi : 

 
Gambar 34 . Para Stakeholder pasca aksi perubahan 

d. Dampak dari Perpindahan Stakeholder 

Perpindahan peta stakeholder ini menunjukkan bahwa: 

1) Tingkat dukungan institusional terhadap aksi perubahan meningkat 

secara signifikan. 

2) Terbentuk kolaborasi lintas unit yang lebih solid dalam penyusunan dan 

implementasi SOP. 

3) Terciptanya iklim perubahan yang positif, dengan meningkatnya 

pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tata kelola rumah negara 

yang akuntabel. 

e. Kesimpulan Dampak Perpindahan Stakeholders 

Dengan adanya perpindahan peta stakeholder dari kondisi awal ke kondisi 

akhir implementasi, dapat disimpulkan bahwa strategi kepemimpinan 

transformasional dan komunikasi efektif yang diterapkan berhasil mengubah 

pola pikir dan tingkat partisipasi stakeholder. Dukungan yang awalnya bersifat 

pasif kini berkembang menjadi kolaboratif dan aktif, menjadi faktor kunci 

keberhasilan aksi perubahan ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Aksi perubahan berjudul “OPERA – Optimalisasi Penghunian Rumah 

Negara” melalui penyusunan SOP dan penertiban penghuni yang tidak berhak di 

LPP RRI merupakan langkah strategis untuk menjawab permasalahan 

pengelolaan rumah negara yang selama ini belum tertib, tidak terdokumentasi 

secara baik, dan belum memiliki dasar hukum operasional yang kuat. 

Melalui penyusunan SOP, pembentukan tim pengelola, penyusunan 

Peraturan Direktur Utama, dan pengembangan sistem dashboard penghuni, aksi 

ini berhasil memberikan solusi nyata yang dapat diimplementasikan secara 

langsung pada satuan kerja. 

Proses perubahan ini tidak hanya menghasilkan dokumen teknis, tetapi juga 

membangun budaya kerja baru yang lebih akuntabel, transparan, dan kolaboratif. 

Keberhasilan aksi ini menunjukkan bahwa perubahan sistemik dapat dicapai 

melalui kepemimpinan yang kuat, pendekatan komunikatif, dan dukungan 

stakeholder yang memadai. 

B. Rekomendasi 

1. Pengesahan SOP dan Perdirut sebagai dasar hukum nasional internal agar 

implementasi dapat dilaksanakan secara konsisten di seluruh satuan kerja. 

2. Penguatan kelembagaan Tim Pengelola Rumah Negara dengan mandat dan 

sumber daya yang memadai, baik di pusat maupun di satuan kerja. 

3. Pengembangan sistem pendataan digital berbasis web secara bertahap untuk 

meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan rumah negara. 

4. Sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada unit kerja dan penghuni rumah 

negara agar regulasi dapat dipahami dan dipatuhi secara menyeluruh. 

5. Pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan SOP agar pelaksanaan 

tetap selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 

Dengan melanjutkan langkah - langkah ini, diharapkan LPP RRI dapat 

menjadi contoh institusi yang berhasil menata aset negara secara adil, sah, dan 

berkelanjutan, serta sejalan dengan arah reformasi birokrasi tematik dan prinsip 

akuntabilitas pengelolaan BMN.
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. 

Penilaian Mentor 

FORMULIR PESERTA 

 

Nama : Kukuh Setyo Budi Akhrianto,S.E,M.M 

NIP : 197109101998031006 

Jabatan : Kepala Bagian Umum Dan Pengadaan 

Instansi : Direktorat SDM Dan Umum LPP RRI 

Program : Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II 

     

Komponen Sub Komponen SKOR 1 - 10 

INTEGRITAS 1 Memastikan anggota/anak buah yang 

dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, 

norma, dan aturan organisasi dalam segala 

situasi dan kondisi. 

9 

2 Menunjukkan komitmen terhadap 

penyelesaian tugas di lingkup unit kerja 

yang dipimpinnya. 

9 

3 Memastikan anggota/anak buah yang 

dipimpin memiliki kedisiplinan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi yang 

mereka emban sesuai tenggat waktu yang 

ada. 

9 

4 Memastikan anggota/anak buah yang 

dipimpin memberikan informasi yang dapat 

dipercaya kepada orang lain/ pihak lain 

sesuai etika organisasi. 

9 

5 Memberikan apresiasi dan teguran kepada 

anggota/anak buah yang dipimpin agar 

bertindak selaras dengan nilai, norma, dan 

etika organisasi dalam segala situasi dan 

kondisi. 

9 

6 Memberikan argumentasi dengan disertai 

pemahamannya atas ketentuan yang 

berlaku di organisasi termasuk 

konsekuensinya, dalam memastikan 

anggota/ anak buah yang dipimpin 

menegakkan ketentuan yang ada. 

9 
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JUMLAH 9.00 

KERJASAMA 7 Menguraikan informasi yang sifatnya 

kompleks, sehingga rekan tim atau anak 

buah di lingkup unitnya mampu dengan 

mudah memahami serta mengikuti arahan 

yang terkandung di dalamnya. 

9 

8 Aktif mencari peluang kolaborasi dengan 

pihak-pihak internal organisasi dalam 

rangka memberikan nilai-nilai lebih bagi 

kualitas kinerja maupun layanan yang 

diselenggarakan organisasi. 

8 

9 Memanfaatkan jejaring dengan pemangku 

kepentingan eksternal organisasi dalam 

rangka menciptakan peluang kerja sama 

yang sifatnya berkelanjutan. 

8 

10 Mendayagunakan atau mengolah 

keberagaman pendapat atau karakter di 

unit/tim kerjanya, sehingga kinerja tim lebih 

kuat dan efektif. 

8 

11 Mengajak anak buah atau rekan kerja 

setimnya dalam rangka berkontribusi secara 

aktif sesuai peran masing-masing guna 

mencapai tujuan yang disepakati. 

9 

JUMLAH 8.40 

MENGELOLA 

PERUBAHAN 

12 Mengevaluasi dan menganalisa hasil 

evaluasi terhadap pemberian pelayanan 

yang diberikan oleh unit kerja sebagai 

pertimbangan untuk memperbaiki standar 

pelayanan yang berlaku. 

8 

13 Mengantisipasi kebutuhan perubahan dan 

menyiapkan alternatif solusi yang dapat 

dilakukan oleh unit kerjanya untuk 

menghadapi perubahan. 

9 

14 Memberikan kepercayaan dan kesempatan 

kepada bawahan melalui penugasan yang 

lebih menantang yang disesuaikan dengan 

kemampuan dan karakteristik bawahan 

dalam rangka meningkatkan kompetensi 

dan pengalaman kerja bawahan. 

9 

15 Memberikan nilai tambah untuk 

meningkatkan kualitas hasil kerja unit 
8 
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dengan mengembangkan cara kerja 

ataupun metode kerja yang lebih efektif. 

16 Proaktif mencari peluang perbaikan dan 

menyampaikan alternatif solusi untuk 

menghadapi perubahan di lingkungan unit 

kerja. 

8 

JUMLAH 8.40 
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REKAP NILAI PESERTA 

Nama : Kukuh Setyo Budi Akhrianto,S.E,M.M 

NIP : 197109101998031006 

Jabatan : Kepala Bagian Umum Dan Pengadaan 

Instansi : Direktorat SDM Dan Umum LPP RRI 

Program : Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II 

     

Komponen Sub Komponen Nilai Kualifikasi 

Integritas 

Tanggung jawab 9 Istimewa 

Komitmen 9 Istimewa 

Kedisiplinan 9 Istimewa 

Kejujuran 9 Istimewa 

Konsistensi 9 Istimewa 

Pengambilan Keputusan 

Dilematis 
9 Istimewa 

Rata-Rata 9.00 Istimewa 

Kerjasama 

Kerjasama Internal 9 Istimewa 

Kerjasama Eksternal 8 Baik 

Komunikasi 8 Baik 

Fleksibilitas 8 Baik 

Komitmen dalam Tim 9 Istimewa 

Rata-Rata 8.40 Baik 

Mengelola Perubahan 

Orientasi Pelayanan 8 Baik 

Adaptabilitas 9 Istimewa 

Pengembangan diri dan 

orang lain 
9 Istimewa 

Orientasi pada hasil 8 Baik 

Inisiatif 8 Baik 

Rata-Rata 8.40 Baik 

Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku: 8.60 Baik 

 

Keterangan Kualifikasi 

9.00 – 10 Istimewa 
7 - 8.99 Baik 
5 - 6.99 Cukup 
3 - 4.99 Kurang 
1 - 2.99 Sangat Kurang 
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REKAP NILAI MENTOR 

 

Nama 

Peserta 
: 

Kukuh Setyo Budi 

Akhrianto,S.E,M.M 

Nama 

Mentor 
: 

Mohammad 

Fauzan,S.E,M.M 

NIP : 197109101998031006 NIP: : 197109281991031001 

Jabatan : 
Kepala Bagian Umum Dan 

Pengadaan 
Jabatan : Direktur Keuangan 

Instansi : 
Direktorat SDM Dan Umum 

LPP RRI 
Instansi : 

Direktorat Keuangan 

LPP RRI 

Program : 
Pelatihan Kepemimpinan 

Administrator Angkatan II 
 

     

Komponen Sub Komponen Nilai Kualifikasi 

Integritas 

Tanggung jawab 9 Istimewa 

Komitmen 10 Istimewa 

Kedisiplinan 9 Istimewa 

Kejujuran 9 Istimewa 

Konsistensi 9 Istimewa 

Pengambilan Keputusan 

Dilematis 
9 Istimewa 

Rata-Rata 9.17 Istimewa 

Kerjasama 

Kerjasama Internal 9 Istimewa 

Kerjasama Eksternal 9 Istimewa 

Komunikasi 9 Istimewa 

Fleksibilitas 9 Istimewa 

Komitmen dalam Tim 9 Istimewa 

Rata-Rata 9.00 Istimewa 

Mengelola 

Perubahan 

Orientasi Pelayanan 9 Istimewa 

Adaptabilitas 9 Istimewa 

Pengembangan diri dan 

orang lain 
9 Istimewa 

Orientasi pada hasil 8 Baik 

Inisiatif 8 Baik 

Rata-Rata 8.60 Baik 

Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku: 8.92 Baik 

Keterangan Kualifikasi 

9.00 - 10 Istimewa 
7 - 8.99 Baik 
5 - 6.99 Cukup 
3 - 4.99 Kurang 
1 - 2.99 Sangat Kurang 
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REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR 

 

Nama : Kukuh Setyo Budi 

Akhrianto,S.E,M.M 

Nama 

Mentor 

: Mohammad 

Fauzan,S.E,M.M 

NIP : 197109101998031006 NIP : 197109281991031001 

Jabatan : Kepala Bagian Umum 

Dan Pengadaan 

Jabatan : Direktur Keuangan 

Instansi : Direktorat SDM Dan 

Umum LPP RRI 

Instansi : Direktorat Keuangan LPP 

RRI 

Program : Pelatihan Kepemimpinan 

Administrator Angkatan II 

    

  
 

    

Komponen Sub Komponen 
Nilai 

Peserta 

Nilai 

Mentor 

Nilai 

Rata-

Rata 

Kualifikasi 

Integritas Tanggung jawab 9 9 9.00 Istimewa 

Komitmen 9 10 9.70 Istimewa 

Kedisiplinan 9 9 9.00 Istimewa 

Kejujuran 9 9 9.00 Istimewa 

Konsistensi 9 9 9.00 Istimewa 

Pengambilan Keputusan 

Dilematis 
9 9 9.00 Istimewa 

Rata-Rata 9.00 9.17 9.12 Istimewa 

Kerjasama Kerjasama Internal 9 9 9.00 Istimewa 

Kerjasama Eksternal 8 9 8.70 Baik 

Komunikasi 8 9 8.70 Baik 

Fleksibilitas 8 9 8.70 Baik 

Komitmen dalam Tim 9 9 9.00 Istimewa 

Rata-Rata 8.40 9.00 8.82 Baik 

Mengelola 

Perubahan 

Orientasi Pelayanan 8 9 8.70 Baik 

Adaptabilitas 9 9 9.00 Istimewa 

Pengembangan diri dan 

orang lain 
9 9 9.00 Istimewa 

Orientasi pada hasil 8 8 8.00 Baik 

Inisiatif 8 8 8.00 Baik 

Rata-Rata 8.40 8.60 8.54 Baik 

Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku: 8.60 8.92 8.83 Baik 

Keterangan Kualifikasi 
9.00 - 10 Istimewa 
7 - 8.99 Baik 
5 - 6.99 Cukup 
3 - 4.99 Kurang 
1 - 2.99 Sangat Kurang 
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REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA 

         

Nama 

Peserta 

: Kukuh Setyo Budi 

Akhrianto,S.E,M.M 

Nama 

Mentor 

: Mohammad 

Fauzan,S.E,M.M 

NIP : 197109101998031006 NIP: : 197109281991031001 

Jabatan : Kepala Bagian Umum 

Dan Pengadaan 

Jabatan : Direktur Keuangan 

Instansi : Direktorat SDM Dan 

Umum LPP RRI 

Instansi : Direktorat Keuangan 

LPP RRI 

Program : Pelatihan Kepemimpinan 

Administrator Angkatan II 

    

         

  Nilai Komponen 

  
Komponen 

Integritas 

Komponen 

Kerjasama 

Komponen 

Mengelola 

Perubahan 

Rata-Rata 

Total           

Komponen 

Kualifikasi 

Total 

Komponen 

Peserta 

  
9.00 8.40 8.40 8.60 Baik 

Mentor 

  
9.17 9.00 8.60 8.92 Baik 

Nilai Rata-

Rata Per 

Komponen 

  

9.12 8.82 8.54 8.83 Baik 

Kualifikasi 

Per 

Komponen 

Istimewa Baik Baik Baik  

         

Keterangan Kualifikasi  Akhir Sikap Perilaku  

9.00 - 10  Istimewa  
8.83 

 

7 - 8.99  Baik   

5 - 6.99  Cukup  Kualifikasi:  

3 - 4.99  Kurang  Baik  

1 - 2.99  Sangat Kurang      
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REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI: 

Istimewa : Memperhatikan nilai pada komponen pada Formulir Peserta atau 

Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan 

pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang 

terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan 

bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap 

perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi 

Baik : Memperhatikan nilai pada komponen pada Formulir Peserta atau 

Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan 

pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang 

terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan 

bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal 

pendalaman sikap perilaku dalam Jabatan Administrator. 

Cukup : Memperhatikan nilai pada komponen pada Formulir Peserta atau 

Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program 

pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang 

terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan 

bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal 

penguatan sikap perilaku dalam menduduki Jabatan Administrator 

Kurang : Memperhatikan nilai pada komponen pada Formulir Peserta atau 

Mentor dan rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program 

pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang 

terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan 

bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar 

melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai 

bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki Jabatan 

Administrator 

Sangat 

Kurang 

: 
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Lampiran 2. 
SK Tim Efektif Laporan Aksi Perubahan 
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Lampiran 3. 
SK Tim Pengelola Rumah Negara 
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Lampiran 4. 
SOP Penghunian Rumah Negara 
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Lampiran 5. 
SOP Penertiban Rumah Negara 
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Lampiran 6. 
Peraturan Direktur Utama Pengelolaan Rumah Negara 
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Lampiran 7. 
Evidence dan Data Dukung Laporan Aksi Perubahan 

 

Data dukung dan dokumentasi implementasi aksi perubahan secara lengkap dapat 

diakses melalui: https://bit.ly/properPKAkukuh. 

https://bit.ly/properPKAkukuh

